


PENGANIAR REDAKSI

lnformasi Hukum pada edisi terakhir di uhun 2003 masih didominasi penyajian tulisan yang

berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan yakni berkaitan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan dan RUU mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial,

khususnya mengenai lembaga arbitrase yang merupakan salah satu forum atau lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial di dalam RUU dimalaud yang ditulis oleh Sunarno, S.H.

Tulisan yang berkaitan dengan UU Nomor 13 Tahun 2OO3 memuat tulisan-tulisan Drs. Mohd

Syaufii Syamsuddin, SH., MH. mengenai Peranan Hukum Dalam Perubahan Sosial Masyarakat

lndustri, Myra M. Hanaruni menulis mengenai Kesetaraan Gender dalam Menciptakan Hubungan

Industrial yang Adil, Demokratis dan Dinamis dalam PKB, dan Umar Kasim menyajikan tulisan

mengenai Status Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Menduduki Jabatan Anggota Direki atau

Komisaris.

Semoga tulisan-tulisan yang disajikan tersebut menambah wawasan para pembaca yang budiman.

Apabila dalam tulisan-tulisan dimakud terdapat kekeliruan ;tau kesalahan, baik dalam penyajian

tuluisan atau dalam hal materinya, kami membuka pintu untuk menyampaikan saran dan keritik

yang bersifat membangun. Aus perhatian dan unggapan pembaca yang budiman, kami dari Tim

Redaki menyampaikan terima kasih.

Jakarta, Desember 2OO3

Tim Redaki



PERANAN HUKUM

DALAM PERUBAHAN sOsrAL I^ASyARAKAT TNDUSTRT ")
poraHubunliln[i:l,t',itif;iril,illnganBebas

Oleh :Drs. Mohd. SyaufiiSyamsuddin, SH, MH

A. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dan gejolak moneter

yang berkepanjangan di Indonesia telah

menyebabkan terpuruknya

perekonomian Indonesia dan

berdampak pada semakin kompleksnya

masalah ketenagakerjaan khususnya

masalah hubungan Industrial. Sebagai

akibat Iesunya dunia usaha, banyak

perusahaan berupaya mempertahankan

kelangsungan usaha antara lain dengan

cara menghapuskan kerja lembur,

mengurangi iam kerja atau

merumahkan sebagian pekerjanya.

Bahkan ada perusahaan yang terpaka

mengadakan pemutusan hubungan kerja

terhadap sebagian atau seluruh

pekerjanya.

Kondisi tersebut di satu pihak

menyebabkan menurunnya penghasilan

masyarakat yang berdampak pada

menurunnya tingkat kesejahteraan

masyarakat.

Hal ini akan mendorong penduduk

usia kerja lebih cepat memasuki

Iapangan kerja. Di lain pihak, Iesunya

perekonomian Indonesia berdampak

pada keterbatasan Iapangan kerja

produktif, sehingga kemampuan untuk

mempekerjakan angkaun kerja baru

berkurang, Sebagai akibatnya angka

pengangguran dan

pengangguran meningkat.

setengah

Bersamaan dengan itu, kita segera

akan memasuki pasar bebas regional

dan internasional. Akibatnya dunia

usaha kiu menghadapi tanungan baik

dari dalam negeri maupun dari luar

negeri.

OIeh karena itu tidak banyak

pilihan bagi kita kecuali mampu

mengatasinya dengan kebersamaan,

gotong royong/ saling mendukung dan

bekeria keras. Hanya dengan ialan ini

kita dapat meningkatkan produksi dan

produktivitas nasional yang pada

gilirannya akan memberikan

kesejahteraan kepada kita semua.
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B. POLA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Kencenderungan baru Yang

berkembang di dunia usaha akhir-akhit'

ini adalah melakukan pemborongan

pekerjaan dengan perusahaan lain untuk

melakukan pemborongan pekerjaan atas

sebagian pekeriaan di perusahaannya,

dan/atau membuat perianiian keria

waktu tertentu dengan pekeria. Secara

hukum perbuatan tersebut adalah

perbuatan yang sah, karena seiak

hampir satu abad yang lalu Kitab

Undang-undang Hukum Perdau (KUH

Perdata) telah mengenal dan mengatur

tiga bentuk hubungan melakukan

pekerjaan, yaitu perianilan keria,

pemborongan pekeriaan dan perjaniian

untuk melakukan jasa tertentu.

Sebagai badan usaha Yang

mengutamakan untuk mendaPatkan

keuntungan/ antara lain tentunya

dilakukan berbagai upaya untuk

mendapatkan efisiensi yang tinggi. Satu

dari sekian banyak bentuk upaya

efisiensi tersebut adalah menyikapi

hubungan keria dengan Pekerja.

Langkah itu dilakukan antara lain

dengan melakukan Pemborongan

pekerjaan dengan perusahaan Iain

misalnya untuk pekeriaan-pekeriaan

angkutan, kebersihan, dan iasa

administrasi tertentu, karena dinilai

bukan kegiatan utama dari bisnis

perusahaan. Praktek yang demikian

sebenarnya belum merupakan lingkup

ketenagakeriaan, karena masih

merupakan hubungan diantara dua

perusahaan, masalah ikutan yang terjadi

dari praktek yang demikian biasanya

berupa: 1) perianjian pemborongan

pekerjaan dilakukan untuk waktu

terbatas, biasanya satu sampai tiga

tahun, yang kadang-kadang dilakukan

penawaran kembali. Akibatnya

perusahaan pemborong selalu membuat

perjanjian kerja untuk waktu tertentu

dengan pekerjanya; 2) upah dan syarat-

syarat kerja perusahaan pemborong

selalu lebih rendah, bahkan sangat

rendah, dibanding dengan upah dan

syarat-syarat keria di perusahaan yang

memborongkan.

Keadaan dan keseniangan ini

merupakan awal dari masalah hubungan

industrial di kedua perusahan, baik yang

memborong maupun yang

menrborongkan pekeriaan, walaupun

secara hukum memang diluar

perusahaan yang memborongkan,

namun dalam kenyataanya pertikaian

itu terjadi di dalam perusahaan yang

nrentborongkan.

Inlo Eulium Edlsl 6 fahun Ke"Y nffi 2



Apabila pekerja dari perusahaan

pemborong melakukan tindakan seperti

slow down atau mogok, maka

perusahaan induk (yang memberikan

borongan pekerjaan ) tentu iuga

terganggu.

Bentuk kecenderungan lain yang

juga semakin banyak dilakukan adalah

perjanjian kerja dengan waktu tertentu,

yang secara salah kaprah umumnya

disebut dengan kerja kontrak (dalam

bahasa Belanda/lnggris kontrak adalah

perjanjian). Dengan maksud-malaucj

tertentu banyak pengusaha yang

menggunakan sistem hukum asing

dengan nrembuat perjanjian seperti ini.

Hukum kita sebenarnya iuga tidak

melarang perjanjian kerja untuk waktu

tertentu dilakukan, kebijakan politik

hukum kita sekedar membatasi praktek

perjanjian kerja untuk waktu tertentu/

karena banyaknya angkatan

kerja/penganggur kita sehingga daya

tawar mereka untuk meminta syarat

kerja yang baik, umumnya sangat

Iemah. Kelemahan daya tawar ini,

),ang dalam praktek banyak

dimanfaatkan oleh perusahaan,

walupun sadar atau tidak perbuatan

dimaksud sebenarnya menyirnpang dari

ketentuan yang ada.

pekerjaan-pekeriaan tertentu yang

boleh dibuat perjanjian untuk waktu

tertentu : 1 ) yang selesai sekali aGu

bersifat sementara, 2) diperkirakan

selesainya tidak lebih dari tiga tahun, 3)

bersifat musiman atau yang berulang

kembali, 4) bukan merupakan kegiatan

yang bersifat tetap dan tidak terputus-

putus, 5) yang berhubungan dengan

produk baru, atau kegiatan baru atau

umbahan yang masih dalam percobaan

atau penjajagan, dan 6) pembatasan

mengenai lamanya waktu tertentu,

yang dapat dilakukan paling lama dua

uhun dan dapat diperpanjang satu kali

paling lama satu tahun.

Dengan demikian sebenarnya

pembuatan perjanjian pemborongan

dengan perusahan lain dan melakukan

perjanjian kerja untuk waktu tertentu

dengan pekerja, bukan merupakan

perbuatan yang melanggar hukum,

sepanjang perbuatan itu dilakukan dengan

didasarkan pada hukum yang nasional kiu.

Untuk perusahan pemborong selain

ketentuan hukum yang berlaku seyogynya

juga memberikan syarat kerja dan upah

yang sama bahkan sebaiknya lebih tinggi

dari peerusahaan induk, karena sifat

pekerjaannya yang sementara/ juga kepada

pekerja yang diperkerjakan dengan waktu

tertentu, mestinya upah dan syrat-syaratPeraturanperundangan kita membatasi
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kerjanya juga iauh lebih baik, karena

nrereka menaggung resiko singkatnya

hubungan kerja.

OIeh karena itu kalau tuiuan efiensi

yang menjadi latar belakang dilakukannya

hal-hal yang diuraikan diatas, kuranglah

tingkat keberhasilannya. Tingkat

keberhasilannya yang tinggi baru akan

didapat kalau dilakukan dengan

mengabaikan peraturan perundangan dan

memberikan upah dan syarat kerja yang

rendah. Kalau itu yang dilakukan, yang

dihadapai adalah resiko kerawanan

hubungan industrial yang t!nggi, berupa

terganggungnya ketenangan berusaha dan

ketentraman bekerja.

Tentunya tidak disarankan hal itu

dilakukan oleh perusahan yang baik, dalam

menghadapi persaingan bebas dan iuga era

kebebasan berserikat dewasa ini. Secai-a

konvesional kita dapat melihat bahwa,

upaya yang paling tepat dilakukan untuk

mampu mengahadapi tantangan baru

dibidang hubungan industrial dan era pasar

bebas adalah dengan memperkuat

ketahanan perusahaan. Upaya itu dilakukan

dengan meningkun peran bersama dalam

nreningkatkan produktivitas dan

memantapkan budaya hubungan industrial

di perusahaan.

PEN INGKATAN PRODUKTIVITAS

Sekarang dan dalam menghadaoi

persaingan bebas pada era pasar global,

sebagaimana dikaukan oleh Michail

Porter dan Gary Hamel, pengertian

produktivitas semakin meluas.

Pengertian produktivitas dari semula

hanya sebagai ratio output dan input,

kini diperluas dengan memasukkan

aspek baru yaitu aspek persaingan.

Menurut Michail Porter dan Gary

Hamel, bagi para pelaku ekonomi,

persaingan akan bermanfaat dalam

membentuk sikap yang selalu in$n

umpil produktif sehingga aspek

persaingan harus dimasukkan sebagai

salah satu aspek produktivitas.

Berbicara mengenai produktivitas,

terdapat banyak faktor yang

mempengaruhi produktivitas, satu

diantaranya adalah faktor hubungan

industrial. Dalam hubungan industrial,

peranan manusia memegang peranan

sentral. Tidak diperlukan hubungan

industrial dalam satu proses produksi

kalau disana tidak ada manusia sebagai

pelakunya. Untuk itu agar proses

hubungan industrial dapat berperan

besar dalam mewuiudkan produktivitas,

harus dipelihara keseimbangan yang

c.
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harmonis antara hak dan kewajiban

ciiantara para piirak.

Kaiun antara Produktivius pekeria

dengan hubungan industrial,

perlindungan pekerja dan jarninan

sosial, berdasarkan studi empiris di

banyak negara telah membuktikan

nrempunyai hubungan yang sangat

signifikan. Kurang baiknya pelakanaan

hubungan industrial dan jaminan sosial

tenaga kerja disuatu unit usaha, serta

lenrahnya perlindungan pekeria baik

oleh pengusaha maupun pemerintah,

akan berakibat terhambatnya upaya

mengoptimalkan kinerja perusahaan.

Oleh karena itu, ketiga hal tersebut

harus didorong sebagai bagian dalam

upaya peningkatan pruduktivius

perusahaan melalui peningkatan

produktivitas tenaga kerja.

Di Indonesia, nrasalah

ketenagakerjaan yang menyangkut hal-

hal tersebut di atas cukup

nremprihatinkan. Kurang harmonisnya

hubungan industrial, masih rendahnya

janrinan sosial dan lemahnya

perlindungan terhadap peker-ja, sangat

jelas terlihat di lapangan, ying terefleksi

dengan semakin maraknya pemogokan

dan pemutus hubungan kerja. Kondisi

ini telah nremberikan kontribusi

terhadap semakin parahnya konCisi

sosial ekonomi masyarakat secara

nasional.

Melihat situasi ketenagakerjaan

sebagaimana tersebut diatas, maka

dalam upaya nremperbaiki hubungan

industrial, dan perlindungan terhadap

pekerja, menjadi penting untuk

dilakukan dalam kerangka kebijakan

nasional. Upaya tersebut akan

memberikan sumbangan berharga bagi

peningkatan produktivitas tenaga kerja

yang pada akhirnya meningkarkan

produktivitas perusahaan. Secara

konseptual dan berdasarkan bukti yang

teriadi di berbagai negara/ peningkatan

produktivitas hanya akan terjadi

bilamana hubungan anura tenaga kerja

dan pengusaha berjalan harmonis,

adanya motivasi untuk berbuat Iebih

baik, jelasnya jaminan sosial dan

perlindungan terhadap pekerja.

Dari sudut pandang produktivitas,

hubungan industrial haruslah menjadi

media antar tenaga kerja dan

pengusaha, untuk membangun

kebersamaan dalam meningkatkan

kinerja perusahaan agar perusahaan

mampu meningkatkan nilai ambah,

sehingga dapat memberikan jaminan

kehidupan yang layak bagi tenaga

kerianya, meningkatkan investasi dan

pengembangan usaha yang pada
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D.

akhirnya diharapkan akan mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional.

PEMN BERSAMA

Agar hubungan Industial dapat

berialan dengan baik maka disetiap

perusahaan perlu adanya serikat

pekerja sebagai sarana utama hubungan

industrial. Melalui serikat pekerja,

pelaksanaan hubungan industrial dapat

dibangun bersama antara pekerja dan

perusahaan. Kegiatan dimaksud

dilaksanakan dengan dilandasi sikap

utama yaitu merasa ikut memiliki, ikut

memelihara dan mempertahankan dan

senantiasa mawas diri. Dengan konsepsi

sikap mental tersebut dilakukan upaya-

upaya bersama pengusaha dan pekerja

dengan mengembangkan s!kap untuk

memanusiakan manusia dengan cara: 1 )

taat peraturan perundangan, 2)

melaksanakan sarana hubungan

industrial, 3) pengupahan yang adildan

layak, 4) pendidikan dan latihan, dan

5) membangun komunikasi.

1 . Taat Peraturan Perundangan

Peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan berfungsi untuk

mempercepat pembudayaan sikaP

mental dan sikap sosial hubungan

lndustrial diantara pelakunya,

karena itu segala peraturan

perundang-undangan dibidang

ketenagakerjaan yang ada harus

dilaksanakan dengan baik dan benar

sesuai jiwa dan semangat Hubungan

lndustrial.

Untuk itu pentaatan peraturan

perundangan harus dimulai dari

pengusaha, karena dalam

kenyataannya yang paling banyak

dibebani kewajiban oleh peraturan

perundangan adalah pihak

pengusaha. Dalam menjalankan

usahanya apabila pengusaha telah

taat aturan tentunya akan berani

terbuka terhadap siapa saia,

terutama pekerja. Demikian pula

sebaliknya pekerja merasa tertekan

apabila ada hak-haknya yang belum

dipenuhi pengusaha.

Dalam hal ini pekerja

sebagai mitra yang baik mampu

mengingatkan dan mendorong

pengusaha untuk mentaati semua

peratu ra n- peru nda n gan

ketenagakerjaan yang menjadi

kewajibannya, tentunya hal itu

dilakukan dengan cara-cara yang

baik dan benar dalam suasana

kebersamaan dan kekeluargaan.
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2. Melalaanakan Sarana Hubungan

lndustr!al

Dalam hubungan industrial ditingkat

perusahaan banyak sarana yang

dapat dijadikan sarana untuk

membangun kerja sama. Dua

diantaranya yang terpenting adalah

membentuk lembaga kerjasama

Bipartit dan membuat Perjanjian

Kerja Bersama (PKB), tentunya

dengan anggapan di perusahaan

telah berdiri Serikat Pekerja.

(a) Lembaga Kerjasama Bipartit

Lembaga kerjasama Bipartit

adalah suatu badan pada tingkat

perusahaan auu unii produksi

yang dibentuk oleh Pekerja

bersama-sama dengan

Pengusaha. Anggota Bipartit

ditunjuk berdasarkan

kesepakatan dan keahlian.

Lembaga Bipartit merupakan

forum konsultasi, komunikasi,

dan nrusyawarah dengan tugas

utama sebagai media

pengetrapan Hubungan

lndustrial dalam praktek

kehidupan kerja sehari-hari,

khususnya dalam kaitan usaha

untuk meningkatkan

kerja dan usaha, dan

peningkatan partisiBasi pekerja

dalam penetapan tata ker-ja.

Dengan tugas-tugas tersebut,

jelas bahwa posisi lembaga

Kerjasama Bipartit tidak

mengambil alih peran dan

kedudukan lembaga lainnya,

seperti peran organisasi pekerja

maupun peran pengusaha dalam

pengelolaan badan usahannya.

Hasil kerja Lembaga Bipartit

menjadi masukan bagi semua

pihak dalam usaha untuk

menciptakan ketenangan kerja,

ketenangan usaha, produktivitas

kerja dan peningkatan

keseiahteraan.

(b) Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjan jian Kerja Bersama

merupakan kelembagaan

partisipasi yang berorientasi

pada usaha-usaha untuk

melestarikan dan

mengembangkan keserasian

hubungan kerja, usaha dan

kesejahteraan bersama.

Berdasarkan peran yang

diharapkan dari Perianiian Kerja

Bersama tersebut, organisasi

pekerja dan Pengusaha/produktivitas kerja, ketenangan
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3. Pengupahan yang adil dan layak

Pengupahan yang adil dan laYak

adalah pengupahan yang mamPu

menghargai seseorang karena

prestasi dan pengabdiannYa

terhadap perusahaan. UPah Yang

adil ialah upah yang diberikan

dengan memperhatikan

pendidikan, pengalaman dan

ketrampilan seorang Pekeria.

Sedangkan upah yang laYak adalah

yang dapat memberikan iaminan

kepastian hidup dalam memenuhi

kebutuhan pekeria beserta

keluarganya, baik kebutuhan

nrateriel maupun spiritual.

Pengupahan yang baik

adalah pengupahan yang manlPu

menghargai orang berdasarkan masa

Organisasi Pengusaha dalam

menyusun secara bersama-sama

syarat-syarat keria harus

melandaskan diri pada sikaP-

sikap keterbukaan Yang

berorientasi kedePan,

kekeluargaan, gotong royong,

musyawarah dan mufakai,

bertanggung jawab atas

pelakanaan perianiian Yang

telah dibuat. 4.

kerjanya dan berdasarkan

prestasinya. Kedepan dengan sistern

pengupahan yang ada di perusahaan

akan memberikan prospektif kepada

pekerja untuk mendorongnya agar

bekeria secara produktif, karena

adanya jaminan dan harapan bagi

kesejahteraan masa depannya yang

sangat ielas.

Pendidikan dan Latihan

Hubungan industrial ticiak saja

memerlukan perubahan sikaP

mental maupun sikap sosial pelaku'

pelakunya, akan teupi iuga

pengetahuan dan ketramPilan

dibidang pengelolaan teknis dan

manajemen perusahaan. Oleh

karena itu perusahaan yang ingin

siap bersaing di pasar bebas harus

pula menyiapkan konsePsi

pendidikan dan latihan seumur

hidup di perusahaannya. Pendidikan

dan latihan akan berperan banYak,

dapat sebagai jalur tukar menukar

informasi, konsepsi dan

pengalaman. Namun yang tidak

kurang petingnya diklat yang teratur

dan terencana meniadi media

peningkatan ketrampilan Pekeria

untuk memacu produktiviusnya.
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Pendidikan dan latihan

memang nrernerlukan biaya, tetapi

proses produksi yang ditangani oleh

pekerja yang ahli nrerupakan harga

yang bagus yang akan diterima oleh

Pengusaha. Dengan diklat,

perusahaan telah membuktikan

menempatkan pekerja tidak semata-

mata sebagai alat produksi, tetapi

menempatkan pekerja sebagai asset

perusahaan yang sangat berharga

dan harus dirawat dengan sebaik-

baiknya.

5. Membangun Komunikasi

Suatu gagasan, tidak peduti betapa

besar sekalipun, tidak ada gunanya

sebelum diteruskan kepada semua

mitra kerja dan dipahami oleh

orang lain. Untuk itu diper-lukan

komunikasi untuk meneruskan

gagasan atau sesuatu hal didalam

Organisasi. Karena melalui

komunikasi juga akan terjadi kendali

(kontrol, pengawasan), motivasi/

pengungkapan emosional, dan

informasi.

K-omunikasi berperan untuk

mengendalikan perilaku anggota

dalanr berbagai cara. Setiap organisasi

nrempunyai hirarki wewenang dan

garis formal yang harus dipatuhi oleh

para pekerja. Bila para pekerja,

nrisalnya, diminta untuk terlebih dulu

mengkomunikasikan setiap keluhan

yang berkaitan dengan pekerjaan

kepada atasan langsungnya, sesuai

dengan uraian tugasnya, atau sesuai

dengan kebijakkan perusahaan, harus

dipenuhi oleh pekerja, sementara itu

atasan (pengusaha) harus pula

menerima komunikasi itu sebagai

salah satu fungsi kontrol. Disamping

itu komunikasi dapat juga dilakukan

secara informal dalam mengendalikan

perilaku, melalui jalur olah raga,

kesenian atau sekedar rekreasi,

nrisalnya.

Komunikasi membantu

oei-kembangan motivasi dengan

menjelaskan kepada karyawan apa

yang harus dilakukan, bagaimana

mereka bekerja baik, dan apa yang

dapat dikerjakan untuk memperbaiki

kinerja guna memperbaiki kualitas

kerja. Bagi banyak kelompok kerja

komunikasi merupakan sumber

pertama untuk interaksi sosial.

Komunikasi yang terjadi diantara

kelompok itu merupakan mekanisme

fundamentai dimana anggota

kelompok menunjukkan kekecewaan

nrereka atau rasa puas mereka. Oleh
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D.

karena itu, komunikasi meruPakan

media ungkapan emosi dai-i perasaan

dan penrenuhan kebutuhan sosial.

KETENANGAN INDUSTRIAL

Apabila Unsur-unsur ketahanan

perusahaan telah berialan dengan

baik, hal itu akan daPat mencegah

gejolak hubungan industrial. Karena

tujuan hubungan industrial ingin

menciptakan ketenangan,

ketentraman, ketertiban kegairahan

kerja serta ketenangan usaha,

meningkatkan produtai dan atau

produktivitas dan meningkatkan

kesejahteraan pekeria serta deraiatnya

sesuai dengan martabat manusia.

Didalam suasana Yang demikian

kalau pu n ad a Perselisiha n a ka n

diselesaikan secara musyawarah atau

melalui prosedur yang telah diatur

dalam peraturan Perundangan.

Pengusaha dapat tenang berusaha dan

pekerja tentram bekeria , Yang Pada

akhirnya menciptakan pertumbuhan

ekonomi dan hubungan industrial

yang harmonis ( economic

development and industria! harmony ) .

Hubungan yang harmonis dan

berkeseintbangan, akan

menyingkirkan iauh-iauh konsep

perimbangan kekuatan atau

pertentangan. Selaniutnya yang akan

ditumbuhkembang adalah hubungan

industrial yang ingin mewuiudkan

peningkatan produktivius, sikaP

kebersamaan, kepatutan dan rasa

keadilan. Dengan demikian para pihak

tidak akan saling bermusuhan dalam

berproduksi, tetaPi saling

menghormati, saling mengerti hak

dan kewaiiban dalam proses produki,

dan saling membantu untuk

meningkatkan nilai tambah

perusahaan, dalam menghadaPi

persaingan bebas.

Melalui proses bersama itu akan

diperoleh kesejahteraan Pekeria,

kesejahteraan meruPakan suatu

kehidupan dan penghiduPan Yang

secara materil dan sprituil diliputi

oleh rasa keselamatan, kesusilaan,

dan ketentraman lahir bathin, Yang

memungkinkan seseorang Pekeria

untuk mengusahakan Pemenuhan

kebutuhan iasmaniah, rohaniah dan

sosial yang sebaiknya-baiknya bagi

diri, keluarganya serta kewaiibannya

kepada Tuhannya. Untuk memenuhi

kesejahteraan tersebut oleh

perusahaan dapat dilakukan dengan

berbagai upaya/ Program Yang

ditujukan untuk mewujudkan,

membina, memerlihara memulihkan
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dan mengembangkan kesejahteraan,

yang dalam hubungan industrial dapat

berupa upah, jaminan sosial, pensiun,

keselamatan dan kesehatan kerja,

koperasi, Iatihan dan pendidikan.

Apabila hal-hal yang diuraikan diatas

dapat dilakukan akan tercapai

Hubungan lndustrial yang harmonis,

karena diantara para pelakunya

(pengusaha dan pekerja) telah

terdapat suatu kondisi dimana

adanya :

Pengakuan dan keyakinan bahwa

bekerja bukan hanya bertujuan

untuk sekedar mencari nafkah saia,

akan tetapi sebagai pengabdian

manusia kepada Tuhannya, kepada

sesama manusia, kepada

Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Kesadaran bersama bahwa pekerja

bukan hanya sekedar laktor

produksi belaka, tetapi sebagai

manusia pribadi dengan segala

harkat dan marubatnya. Karena itu

perlakuan Pengusaha kepada

Pekerja bukan hanya dilihat dari

segi kepentingan produksi belaka,

akan tetapi haruslah dilihat dalam

rangka meningkatkan harkat dan

martabat nranusia.

Sikap bersama bahwa antara Pekerja

dan Pengusaha bukanlah

mempunyai kepentingan yang

bertentangan, akan tetapi

mempunyai kepentingan yang sama

yaitu kemaiuan perusahaan. Karena

dengan perusahaan yang majulah

semua pihak akan dapat

menin gkatkan keseiahteraan.

Setiap perbedaan pendapat antara

Pekerja dan Pengusaha akan

diselesaikan dengan jalan

musyawarah untuk mencapai

mufakat yang dilakukan secara

kekeluargaan. Karena itu

penggunaan tindakan penekanan

dan aksi-aksi sepihak sepeni mogok

(srrike), penutupan perusahaan

(lock out) dan lain-lain tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip Hubungan

lndustrial.

5. Keseimbangan antara hak dan

kewajiban kedua belah pihak dalam

perusahaan, dicapai bukan

didasarkan atas perimbangan

kekuatan (balance of power), akan

tetapi atas dasar rasa keadilan dan

kepatutan. Disamping itu hasil-hasil

perusahaan yang telah dicapai

berdasarkan kerja sama antara
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B.

Pekeria dan Pengusaha, dapat

dinikmati secara adil dan merata

sesuai dengan pengorbanan masing-

masing.

PENUTUP

Demikianlah beberapa ulasan dalam

upaya menyikapi dan menyiasati pola

hubungan industrial di era pasar bebas,

yang dapat menciptakan rasa aman dan

berkeadilan dalam dunia usaha sebagai

prasyarat untuk menciptakan hubungan

industrial yang harmonis. Rasa aman

yang berkeadilan akan mendorong

produktivitas perusahaan dan para

pekerja, disamping menangkal geiolak

sosial iuga akan menumbuhkan

ketenangan industrial dimana

pengusaha tenang berusaha dan pekerja

tentram bekerja. Situasi ini pada

akhirnya secara nasional akan

mendorong terwujudnya hubungan

industrial yang harmonis dan

pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

Ketenangan industrial akan dapat

mendorong produktivitas dan rasa

aman, dengan demikian melalui

hubungan industrial yang harmonis dan

dinarnis akan diperoleh produktivitas

kerja yang baik dan kesejahteraan

pekerja. Kondisi ini pasti meningkatkan

nilai umbah perusahaan, dengan

demikian perusahaan ikut berperan

dalam mencipukan iklim berusaha yang

kondusif bagi penanaman modal secara

nasional, dan mampu menang bersaing

dalam situasi dan keadaan yang terus

bgrubah. **********
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PERJANJIAN KERJA BER5AMA DENoAN
KE5ETARAAN GENDER

DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDU5TRIAL
YAN6 ADIL, DEMOKRATTS DAN DINAMIS

Oleh : filira M. Hanarfani, 5H, hlA
Kepala Biro Hukum Depnakerfrans

BAB I
PENDAHULUAN

Sejok bergulirnyo reformosi di segolo

bidong khususnyo di bidong

ketenogakerjoon, hubungon ontoro pano

peloku proses produksi horus berpijok
poda sendi-sendi demokrosi. Demikian

pulc hubungon ontoro pekerjo/buruh

dengon pengusoho horus menderminkon

don dij iwoi oleh prinsip-prinsip yong

menjunjung tinggi dan menghorgoi hok

ozosi monusio, khususnyo hok-hok

oekerla/6uruh di tempot kerjo.

Perkembongon ospirosi mosyorokot

yong dipicu dengon semongat reformosi

tersebut mencokup perkembongon

keodoon politik, ekonomi, don sosiol. Di

bidong pembongunon ketenagakerjoan,

horus dilokukon pangoturon yong disusun

sedemikion rupo, sehingga terpenuhi hok-

hak dan perlindungon yong mendasor bogi

tenogo ker"jo don peke.rjolburuh , serto
podo soot yang bersomoon ciapot

mendorong terciptonyo kondisi yang

kondusif bogi pengembongon dunio usoho.

Dolom sotu wujud dor"i

terpenuhinyo hck-hok pekerja/buruh don

perlindungcn yong mendosor bogi tenago

kerjo odoloh Perjanjion Kerjo Bersomo

sebogoimano teloh diotur dolom Undong-

undong Nomor 13 Tohun 2003 yong

didolomnyo termosuk juga kesetaroon

gender, sehingga podo gilironnya dopot

membongun hubungon industriol yong adil,

demokrotis don dinomis.

BAB II
PERJANJIAN KERJA BER5AMA DAN

KESETARAAN GENDER DALAM

MEMBANGUN HUBUNGAN

INDU5TRIAL YAN6 ADIL,
DEMOKRATIS DAN DINAMIS

A. KE5ETARAAN GENDER DALAM UU.

NO. 13 TAHUN 2OO3

Pengertion kesetoroon gender

(secaro umum) odoloh kesetoroon

dolom hol hok, tonggung jawob,

kesempoton don perlokuon ontoro loki-

ioki don perempuon yong berloku di

tempot kerja dan hubungonnyo dengon

dunio loin (sosial, budoyo, po litik.
ekonomi dll).

Kesetoroon gender tidok berorti
perlokuon yong somo ontoro

pekerjolburuh loki-loki, tetopi

Inl1 Eukun Edlsl 6 fahun Ke-y 2003 13



kesetoroon dolom hol tonggung jowob

dan peron sesuoi dengon perbedoan

ontoro perempuon don loki-loki, boik

yong disebobkon oleh perbedoan yong

bersif of kodroti, yong tercermin

ciolom sikop, periloku don peron yong

berbedo ontoro perempuon don loki-

loki. Perbedaon yong bersifot
konstruktif ini disebobkon oleh

budayo otau odo istiodot, kebiosoon,

foktor f isik dll.

Podo dosornyo perusahoon tidak

membadokon ontaro pekerjo/buruh

perempuon don loki-loki dolom peron,

tonggung jowob hok dan kewojibon,

koreno semuo pekerjoon horus didasarkon

podo kompetensi don persyoroton

(kualifikosi) pekerjoon/joboton yong okan

dilakscnokon. Nomun tidak doPat

dipungkiri bohwo untuk Pekerjoon

tertentu, boik yong bersifct teknis

keterompilon moupun yong bersifot

monojeriol, kompetensi don persyor"oton

yong horus dipenuhi biosonYo

manyebobkon bohwo sesuotu joboton

tidok dopat diserohkon kePodo

pekerjolburuh peremPuon otou

sebol i knyo.

Pembedaon dolom Pemberion

pekerjoon kepodo Pekerjo/buruh
perempuon don pekerjolburuh loki-loki

sehorusnyo bukon didosorkon Podo

parlokuon yong bersif ot diskriminosi,

tetopi perbedoan perlakuan sehcrusnyo

untuk menghcrgai don manghormoti

odonyo perbedoon mosing-mosing pihok.

Mosoloh diskriminosi ini teloh diotur

dolam Konvensi ILO No. 100 tentong

Kesomoon Pengupohon untuk Loki-loki don

Perempuon don Konvensi ILO No' 111

tentong Diskriminosi dolom Pekerjoan don

Joboton yong keduonyo telah dirotifikosi
oleh Pemerintah f ndonesio meloui

Undong-undong.

Undong-undong Nomor 13 Tohun

2003 tent ang Ketenogokerjoon mancakup

beberapa ospek yong songot penting bogi

dunio usoho, soloh sotu diontoronyo

sdolah mosoloh perundingon bersqmo otou

lebih dikenal dengon Perjonjion Kerjo

Bersomo (PKB).

Dolom Undong-undang Nomor 13

Tohun 2003 bonyok Posol yong terkoit
dengon mosoloh kesetoroon gender,

bohkon dolom beberopa Posolnyo terdapot

ketentuon yong khusus mengotun

mengenai pekerjolburuh peremPuon,

ontoro loin :

o. Diskriminosi

Posol 32 Undong-undong Nomor 13

Tohun 2003.

(1) Penempafan fenaga keria
dilaksanakan berdasarkan azas

ferbuka, bebas, obyektif, serfa
adil dan sefara tanpa diskrininasi.

(2) Penempatan fenaga keria
diarahkan unfuk menenPafkan

tenaga kerja pada jabafan Yang

fepaf sesuai dengan keahlian,

keferanpilan, bakaf , ninat dan

kemampuan dengan menperhafikan

harkat, narfabaf, hak azasi dan

perlindungan hukum.

(3) Penenpafan fenaga keria
dilaksanakan dengan

memperhafikan pemerafaan
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b.

kesempatan kerja dan penyediaan

fenago kerja sesuai dengan

kebufuhan program nasional dan

doerah.

Perlinciungon jom kerja
Pasol 76 Undong0undong Nomor 13

Tohun 2OO3 :

(1) Pekerja/buruh perenpuan yang

berumur kurang dari 18 (delapan

belas) fahun drlarang drpekerjakan

anfara pukul 23.00 s.d pukul 07.00.

(2) Pengusaha dilarang

nempekerjakan pekerja,/buruh

perempuan hanil yang menurut

keferangan dokfer berbahaya bagi

kesehafan dan keselamatan

kandungannya maupun dirinya

apabila bekerja anfara pukul 23.00

s.d pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempe:kerjakan

pekerja/buruh perempuan antara
pukul 23.00 s.d pukul 07.00 wajib :

a. memberikan makanan dan

ninuman bergizi; dan

b. nenjaga kesusilaan dan

keamanan selama di fenpaf
kerja.

(4) Pengusaha wajib menyedrakan

angkufan anfar jenpuf bagi
pekerja,/buruh perempuan yang

beranqkat dan pulang bekerja
anfara pukul 23.00 s.d pukul 05.00.

Istirqhot haid

Posol 81 Undong-undang Nomor 13

Tohun 2003.

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam

masa haid merasakan sakif dan

memberifahukan kepada pengusaha,

tidak wajib bekerja pada hari perfama
dan kedua pada waktu haid",

Hoid merupokon kodrot yong melekot
podo diri perempuon. Podo perempuon

usio produktif don dolom keodoan

normol, hoid okon diolomi oleh mereko

setiop bulonnyo. Oleh koreno ifu moko

pekerja/buruh perempuon perlu

mendopotkon perlindungon ketiko

mengolomi hoid.

d. fstirahot melohirkon don gugur

kondungon

Posol 82 Undong-undong Nomor 13

Tohun 2003.

(1) Pekerja/buruh PeremPuan
isfirahaf selama 1,5 (safu

sefengah) bulan sebelun saafnya

melahirkan anak melahirkan anak

dan 1.5 (safu setengah) bulan

sesudah melahirkan menuruf
perhifungan dokfer kandungan

afau bidang.

(2) Pekerja/buruh perenpuan yang

mengalami keguguran kandungan

berhak memperoleh isfirahat 1,5

(satu sefengah) bulan afau sesuai

dengan keferangan dokfer
kandungan afau bidang.

Posal ini menjamin woktu istirohot
bogi pekerjolburuh perempuon yong

melohirkon/gugur kondungon dengon

moksud untuk menjogo kesehoton don

keselomoton ibu don onoknyo.

c-
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e.

Hcl yong lebih penting

diperhotikon mengenoi cuti melohirkon

ini odoloh bohwo selomo dolom cuti

melohirkon / gugur kondungon tersebut

mereka tidok boleh di PHK oleh

pengusoho don berhok mendopatkon

upoh don cuti tersebut fidok

dipotongkan podo cuti tohunan.

Kesempoton menyusui anok

Posol 83 Undang-undong Nomor 13

Tohun 2003.

"Pekerja/buruh perempuan yang

anaknya masih menyusu harus diberi
kesempafan sepafutnya untuk

menyusui anaknya jrka hal itu harus

dilakukan selana wakfu kerja"

Posol ini bertujuon untuk memberikon

perlindungon untuk menjogo

pertumbuhon don perkembongon onok.

Perlindungon pengupohon

Posol 93 oyot (2) Undong-unciong

Nomor 13 Tohun 2003

(2) Kefentuan sebagainana dinaksud

pada ayaf (1) tidak berlaku, dan

pengusaha wajib membayar uPah

apabila :

b. Pekerja/buruh perempuan yang

saklf pada hari perfama dan

kedua masa haidnya sehrngga

tldak dapat melakukan

pekerjaan:

g Pekerja/buruh melaksanakan

hak istlrahaf.

Posol 84 Undong-undong l.iomor 13

Tohun 2003.

"sefiap pekerja/buruh yang

nenggunakan hak waktu isfirahat
berhak mendapaf upah penuh".

Posol-pasal tersebut di otos songot

terkoit dengan mosoloh kesetoroon

gender don biosonyo menjodi bohon dolom

per"undingon bersomo, koreno odonya

perbedoon iterpretosi otou kepentingon

boik dori pihok pekerjo moupun

pengusaho. Dolom koitan iniloh diperlukan

adonya perundingon bersomo ogor dapot

diombil jolon tengoh yong tidok merugikon

soloh sotu pihok don dituangkon dolom

Perjonjion Kerjo Bersomo (PKB) ontoro

peker 1a/ 6uruh dengon penguscho.

Penyusunon Perjonjion Kerjo Bersomo

yang disusun berdosorkan penundingon

bersoma, yong dolam Undong-undong

Nomor 13 Tohun 2003 diloksonokon

secoro musyoworoh,merupokon wohono

yong tepot untuk menyelesoikon

perbedaon pendopot, kepentingon, don

tujuon dori mosing-mosing pihok.

B. PERJANJIAN KERJA BER5AMA

Keterwokilon Dalam Pembuoton

Perjonjian Kerjo Bersomo

Pengoturon tentong keterwokilon ini,

songot penting dolom slom demokrosi

separti sekorong, sejolan dengan

konvensi ILO Nomor 87 tentang

Kebeboson Berserikot don Berunding

Bersomo serto Undong-undong Nomor

?1 Tohun 2000 tentong Serikot

P eker 1o/ Serikot Buruh. Pengoturon ini

merupokon hql yong boru di dunio

ketenogokerjoon f ndonesio.

t.
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Titik tolok pengoturon keterwokilon

didosorkon dclom undong-undong ini

kepodo :

_E Honyo soru serikot
pekerla/serikat buruh di

perusohoan;

( Serikot pekarj a/serikat buruh

lebih dori satu, di sotu perusohoon.

Prinsip pengoturon Perjonjion Kerjo

Bersomo odoloh :

o. Sotu Perjonjian Kerjo Bersoma di

Sotu Perusohoan

Sotu perjonj ion kerjo bersomo

tersebut berlaku unfuk seluruh

pekerjo/buruh di perusohoon

tersebut. Dasor pemikironnya odaloh

tidok dikehendaki odonyo perlokuon

yong 6er6edo ontoro sotu

peker jo/ buruh dengo n peker 1a/ buruh

loinnyo dolom sotu perusohoon.

b. Moso Berlaku Perjonjian Kerjo

Bersomo Poling Lamo 2 (dua) Tohun

Moso berloku per"janj ion kerjc

bersomo dopof diperponjong poling

lomo 1 (sotu) tohun.

c. The Most Representotive

Sejolon dengon prinsip "safu

perjanjian kerja bersama unfuk safu
perusahaan", meks isi perjonjion kerjo

bersomo sudoh sehorusnyo mewodohi

kepentingon/keinginon moyoritos

pekerja /buruh di perusahoon yong

bersongkuton. Untuk mendopotkon

"The most represenfative" ini, kita
bertitik tolok dori jumlah serikot

pekerlalserikat buruh yong odo di

perusohoon tersebut.

Oleh korena itu pengaturonnyo

didosorkon podo kondisi opobilo :

honyo odo sotu serikot
pekerjo/serikot buruh di sotu

perusohaon;

ierdopot lebih dori sotu serikot
pekerja/serikot buruh di sotu

perusohoan.

Woloupun inti dori keterwokilon

odoloh jumloh onggoto dori serikot
pekerja/serikat buruh tersebut baik

moyoritos onggoto moupun koolisi don

dukungon, nomun undong-undong ini

memberi kesempoton pulo, opobilo

tidok tercopoi jumlah keonggotoon

yang minimol mcko dopot dibentuk tim
perunding yong proporsionol.

BAB III
PENUTUP

Melolui Perjonjion Kerjo Bersomo (PKB)

dihoropkon dapot menyelesaikon mosqloh-

mosoloh yang odo, boik dori unsur

pekerjo/buruh moupun pengusoho

sehinggo tercipto hubungon industriol

yang hormonis ontoro peloku proses

produksi yong podo gilironnyo dopot

memberikon kontribusi yong positif bogi

pemulihon ekonomi fndonesio.*** Kdn

1

1.
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lembaga Arbitrase
Sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa
Di Luar Pengadilan

(Oleh: Sunano, SI{)

PENDAHULUAN

Seloin peny elesaian sengketo melolui

pengodilon. dewoso ini dikenol dan

ber"kembong dengon pesot penyelesaion

sengketo di luor pengadilon ycng dikenol

sebogoi Alternotif Dispute Resolufoin

(ADR) ofou alternotif Pengelesaian

Sengketa, yong (ontoro loin) meliputi

orbitrose, mediosi, kompromi, negosiasi,

don loin-loin.

Pada dasarnya bentuk-bentuk

penyelesaian tersebut diatas dapat

dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu :

o. pnoses penyelesoion yong bersifot

kompetitif otou koloborotif , don

b. proses penyelesaion yong melibotkon

pihok ketiga yong okon memutuskon

sengkela otou poro pihok melokukon

penyelesaion sendiri otou dengon

bontuon pihok kef igo yong nafrol.

Proses penyelesoian sengketo melolui

litigosi don orbitrase termosuk ke dolom

proses penyelesaian yong bersifot

kompetitif don melibqtkon pihok ketiga

yong okon memufus parkaro, don dikenol

sebogai proses judikosi. Sedangkan mediosi

odoloh proses penyelesoion perkoro yong

bersifot koiobor"atif dengan bontuan pihok

ketiga yong netrol. Dolom hol ini negosiosi

otau kompromi odoloh prosas penyelesoion

sengkele yong bersifot kolobonotif di mono

poro pihok melakukon penyelesoion sendiri

sengketa mereko.

Selain bentuk-bentuk penyelesaian

sengketa tersebut diatas, dinegara-negara

maju, khusunya di Amerika Serikat,

berkembang pula bentuk-bentuk

penyelesaian sengketa lain seperti mdiasi

oleh hakim, pemeriksaan juri secara sumir,

persidangan mini. Evaluasi netral secara dini,

dan pencarian fakta. Proses penyelesaian

sengkeia tersebut disebut sebagai quasy

adjudicatory atau proses penyelesaian
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sengketa ajudikasi semu. Proses-proses

penyelesaian sengketa tersebut diciptakan

untuk mengurangi beban perkara pengadilan

yang sangat tinggi sebagai dampak dari

masyarakat modern yang sudah sangat

pengadilan minded. Di samping itu, proses-

proses tersebut berkembang karena pihak

yang berngketa seringkali mencari cara

menguntungkan bagi mereka dalam

penyelesaian sengketa, sebab dengan

demikian mereka dapat menghindari hasil

pemeriksaan pengadilan yang akan

merugikan pihaknya. Proses-proses tersebut

dirancang untuk memberikan kepada pihak

yang bersengketa suatu pandangan yang

lebih obyektif terhadap sengketa mereka.

Dengan demikian, apabila pihak yang

bersengketa dapat memperkirakan mengenai

bagaimana pengambil keputusan (Jury,

Hakim) akan memutuskan perkara mereka,

maka pihak yang mungkin akan kalah akan

lebih cenderung menyetujui untuk berunding

dari pada menanggung risiko kerugian dalam

proses persidangan.

BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN
SEN6KETA

1. Mediosi oleh Hokim.

Proses ini berkembong dolom

sistem perodilon di Amerika Sarikat, di

mono disvorotkon bohowo poro pihok

horus mengodokon pertemuon don

perundingon sebelum pemeriksoan

persidongon, dengan dihodir"i oleh

seorong hokim, dolom upoyo memperoleh

penyelesaion tonpo melalui sidong

pengodilon. Dalom pertemuon don

perundingon ini, hokim berperon sebagoi

pihok ketigo yong netrol terhodop

persoalon-persoolon sengketo. Namun

demikion, sebosoi pihak ketiga yong

netrol memiliki wewenang, hokim dopot

menekon poro pihok untuk mencopoi

penyelasaion. Bils poro pihok tidok

dopot otou tidok mompu

menyelesaiokonnyo, mereko dopof

meneruskonnyo ke pameriksoon

pengodilon, boik dengon hokim yong

somo otaupun hokim ioin yong tidok

mengetohui perkoro tersebut.

2. Pemeriksoon Juri secoro Sumir.

Dolom pemariksoan juri

secoro sumir, pengocoro poro pihok

yong berperkoro membuot suotu

presentasi ringkos mengenoi perkoro

merekq dihodopon juri penosehot

(advisory jury), bukon juri ojudikosi.

Juri kemuciion memberikon putuson
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yang ber"sifot tidok mengikat don

poro pihok kemudion

mempertimbongkon inf or.mosi

tersebut. Dolom hol ini, poro pihak

tetop mempertohonkon hok

persidongon mereko sehingga

opobilo tidok diperoleh suotu

penyelesaion, mereka tetop dopot

menyidongkon perkorongdnyo.

3. Persidongon Mini (Mini Triol).

Proses persidangan mini

hampir sama dengan pemeriksaan juri

secara sumir, hanya saja tanpa

adanya juri penasehat. Dalam proses

ini pengacara para pihak membuat

suatu persentasi mengenaJ perkara

pihak masing-masing di hadapan

suatu panel yang terdiri dari wakil

masing-masing pihak yang

dikuasakan untuk merundingkan dan

menyelesaikan perkara tersebut.

PENYELESAIAN sEN6KETA SECARA

MEDIASI DAN NEGOSIA5I.

Dolom proses mediosi don negosiosi

otou kompromi poro pihok tetop

mengendalikan penyelesoion sengketo boik

dengon bontuon pihok ketigo yong netrol

otoupun tonpo bontuon pihok loin. Dolom

mencopoi keputuson, poro pihok dopot

bersoing (competitive), berkompromi

(negotiotive) atoupun bekerjo somo

(coloborotive). Dolom hal ini bilo poro pihak

yong bersengketo meminto bontuon pihok

ketiga, moka poro pihok tetap

mempertohonkon hok mereko untuk

menyelesoikon sengkefo don pihok ketigo

yong dipilih otou mediotor honyo membontu

poro pihok untuk marundingkon

penyelesosion sengketo tetopi tidok

membuot keputuson yong bersifot

substontit bogi mereko, koreno pora pihok

sendiriloh yong memutuskon opakah mereko

bersepokot otou tidok. Mediotor biosonya

odoloh seorong ohli negosiosi yong tidok

meneliti fokto-fokto otoupun meneropkon

hukum otos fokto-fokto tersebut, tetopi

membontu poro pihok yong tidok mompu

mencopoi penyelesaian yong disepokoti

bersomo untuk mamperoleh dasar bogi

suotu penyelesoion berdosonkon

kesepokoton. Asumsi yong melondosi

benkembongnyo mediosi sabogoi olternotif

penyelesaion sengkelo odoloh bogoimona

mediotor tersebut meruboh dinomiko

hubungon konflik dengon jolon
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mempengoruhi keyokinon don tingka loku

dori poro pihok, misolnyo dengon

memberikon informasi otou oengon

menggunokon proses negosiosi yong lebih

ef ektif , o'on korenonyo membimbing pono

pihok untuk mencopoi permufokaton

mengenai isu-isu yong dipersoql kon.

Seorong rnediotor okon membontu

keinginon poro pihak dengon caro

meroncong suotu perjonjion yang

mamandong ke depon, memuoskon

kebutuhon poro pihak serto memenuhi

stondor keodilo mereko.

Di somping itu, peron seorong

mediotor odoloh untuk mempermudoh

pertukor"on inf ormosi, mendorong diskusi

mengenat

kepentingon don menyomokon persepsi

mengenai hol tersebut. Mediotor membontu

poro pihok untuk memprioritoskon

permosolohon tertentu don menitik-

berotkon pembohoson podo tujuon don

kepentingon umum.

Proses mediosi okon berfungsi

dengon boik opobilo poro pihok mampunyoi

kekeuoton towor-menowor (borgoiningl

position) yong sebonding, menoruh

perhofion terhodop hubungon boik di moso

perbedaon-perbedoon sebagai gantinya

depan, don tidok memilii permusuhon yong

sudoh berlongsung lomo don mendalom. Di

somping itu terdopot banyok persoolon yong

memungkinkan terjdainyo pertukaron

(trode offs).

PENYELE5AIAN

AJUDIKASI.

sENGKETA SECARA

Dalam pengkatagorian

tersebut di atas, maka proses litigasi dan

arbitrase mempunyai kemiripan, yaitu para

pihak meny"erahkan penyelesaian perkara

kepada pihak ketiga untuk memutuskan

sengketa dan jalanya proses bersifat

konfrontatif. .Proses semacam ini dikenal

sebagai proses ajudikasi. Dalam hal ini para

pihak melepaskan hak mereka untuk

memutuskan sendiri sengketa mereka dan

mempercayakan

penyelesaian sengketa kepada seorang

ajudikator. Dalam proses pemeriksaan

perkara, hakim atau arbiter mencari dan

menguji bukti-bukti dan menerapkan hukum,

baik terhadap bukti-bukti yang ditemukan

maupun terhadap masalah-masalah yang

dibentuk melalui proses gugatan para pihak.

ARBTTRASE 5EBAGAI SUATU

ALTERNATTF PENYELESAIAN DI LUAR

PEN6ADILAN.
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Koto orbitrose berosol dori koto

lotin "orbitrore" yong berorti kekuoson

untuk menyelesoikon sesuotu perkaro

menurut kebijoksonoon. Menurut Prof .

Soebekti, SH dihubungkonnyo orbitrose

dengan kebijoksonoon ifu dcpot

menimbulkon soloh pengertion tentong

orbitrose, koreno dopot menimbulkon keson

seoloh-oloh seorong orbiter otau suotu

mojelis orbitrose dolom menyelesoikon

suotu senketo tidok mengindohkon normo-

nonmo hukum logi don menyodorkon

pemutuson sengkela fersebut honyo poda

kebijoksonoaii sojo. Keson tersebut keliru,

koreno orbiter otou mojelis orbitrose jugo

meneropkon hukum seperti apo yong

dilokukon oieh hokim otou pengodilon

(Subekti, 1981 : 1).

Arbitrose odoloh penyelesoion otou

pemutuson sengketa oleh seorong orbiter

otou majelis orbitrose yong berdosorkon

persetujuan poro pihok yong bersengketo,

mereka okon tunduk kepodo otou mentoofi

keputuson yong diberikon oleh orbiter otou

mojelis orbitrose yang mereko pilih otou

tunjuk tersebut.

Landoson dori orbitrose odoloh

bohwo menurut hukum dionggop wojor

opobilo pihok-pihok yong terlibot dolom

suotu sengketa, mengodokon persetujuan

bohwo mereko menunjuk pihok ketigo yong

mereko berikon wewenang untuk memutus

sangketo itu, sedongkon di loin pihok

mereko berjonji untuk tunduk kepodo

puiuson yong okon diberikon oleh pihok

ketiga tersebut. Apabilo solah sotu pihok

kemudian enggo,n memberikon bontuonnyo

untuk pengombilon keputusan otou tidok

mentooti keputuson yong tekloh diombil

oleh orong yong mereko berikon wewenang

untuk memutus sengketo tersabut, moko

pihok itu dionggop teloh melokukon breoch

of controct qtou melonggor perjonjion.

Untuk itu hukum horus menyediokon upoyo-

upoyo hukum untuk memokso pihok yong

melonggan perjonjion itu, untuk

menfootinyo (Subekti, 1981 : 2-3). Oleh

koreno itu, dengan sendirinyo cpo yong

dapot diserohkon kepodo orbiter otou

mojelis orbitrose untuk diputus itu

horusloh merupokon hol-hol yong benodo

dolom kekuosoon bebos poro pihok.

Dewosa ini terjodi kecederungon

bohwo hompir dolom setiop tronsoksi bisnis

boik yong sifotnyo domistik moupun yong

melibotkon unsur-unsur internosionol.
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Selolu terdopot klousul menqenoi

penyelesoian senqketo s ecara arbitrose.

yong merupokon suotu coro penyelesaian

sengketa di luor pengodilon.

KELEBIHAN
ARBITRAsE

DAN KELEMAHAN

1. Kelebihon Arbitrose dolam

Penyelesaian Sengketo.

Bilo litigosi odoloh merupokon

ojudikasi publik, moko seboliknyo

oi'bitnose odoloh merupokon ojudikosi

privot. Sif ot privof dari orbitrase

mem beri kon keuntungon-keuntungon

melebihi ojudikosi publik melolui

pengodilcn. Arbitrose podo dosornyo

odoloh suotu proses pengodilon

sengketa yong dengon sengojo

menghindori pengodilon. Dolom

orbitrose poro pihok dopot memili

hokim, yong dolom hol ini disebut

onbiter, yong mereko inginkon. yong

mereko yokini kenetrolon dan

keohlionnyo. Pora pihok lugo dapot

memiiih hukum yong okon diteropkon

podo sengketo yong tenjodi. sehinggo

kepentingon poro pihok yong tunduk

podo hukum substontif dori yurisdikdi

tertenfu dopot dilinciungi,

Koi"eno proses orbitrose odoloh

proses yong tertufup, moko hol-hol yong

diungkopkon dalom proses penyelesaion

sengketo tetop terjomin kerahosionnyo

sehingga kepentingon-kepantingon

terlentu dori poro pihok yong

bersengketo yong tidok perlu diketahui

oleh pihok diluor bersengketo tetop

dopot terjogo. Hol ini tentunyo jouh

berbeda dengan penyelesoian sengketo

secoro ojudikosi publik otou litigosi, di

mono segolo sesuatu yong diungkopkon

dolom proses litigosi yong tarbuka okon

menyebobkon informosi-informosi yong

seyogionyo honyo perlu dikatohui oleh

pihok yong bersongkuton menjodi sangat

tenbuko untuk diketohui oleh publik.

Di somping itu, karenq poro

pihok dopot memilih sendiri hokim don

hukum bogi penyelesaian sengketo

mereka, don podo umumnyo

menggunokon prosedur yong lebih

secienhono cion f iesibei, moko orbitrose

podo umumnyo berlongsung lebih cepot

sehingga dengon demikion lebih muroh

doripodo ojudikosi publ ik.
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Dibowoh ini okon diuroikon

beberopo hol yong menjodi oloson

mengopo orbitrose dewoso ini lebih

disukoi sebagoi olternoiif penyelesoion

sengketa, khususnya dolom sengketa

tronsoksi bisnis.

o. Azas Kebeboson Otonomi.

Anbitrose dipilih sebagai

proses penyelesoion sengeketa

dolom tronsoksi bisnis koreno

orbitrose memberikon kebebcson

don otonomi yong songot luos kepodo

poro pihok. Dolom abitrose

dimungkinkon bohwo poro pihak

memilih sendiri boik sistem hukum

yang okon dipokoi dolom

penyelesaian sengketo mereka

(choice of low) moupun forum yong

okon memanikso don mamuf us

sengkela mereka (choice of forum).

Hol ini songot penitng kareno doiom

tronsoks i-tronsoks i internas io nol

yong melibotkon duo otou labih pihok

yong mosing-mosing tunduk podo

sistem hukum yang berbedo dolom

suotu perjonjion, moko kebeboson

untuk memilih sistem hukum yono

berloku okon memberikon noso omon

terhodap ketidok postion

sehubungon dengon sistem hukum

yong berbedo tersebut. Kebeboson

untuk memilih ini jugo memberikon

roso omon terhodop kemungkinon

keputuson hokim yong berot sebeloh

yong honyo melindungi kepentingon

soloh sotu pihok (pihok lokol) dori

mereko yong terlibot dolom suotu

sengketa. Apobilo poro pihok yong

menyerohkon perkoronyo kepado

orbitrose berosol dori yurisdiksi

hukum yong berbedo moko pihok

yong sotu mungkin tidok dopot

memehomi otou mempercoyoi sistem

hukum moupun hokim dari pcro pihok

loin.

b. Keohlion (expertise).

Poro pihok memilih orbitrose

koreno mereko menoruh

kepercoyaon yong lebih besor

terhodop keohlion arbiter yong

mereko pilih sendiri mengenoi

persoolon yong disengketokon

dibondingkon j iko mer eka menyeroh-

kon penyelesaian sengketo kepodo
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pengodilon yang teloh ciitentukon.

Poro pihok dapot menunjuk seorong

onbiter qtou suotu ponel arbitrose

'7ong memiliki keohlion dolom bidong

tertentu khususnyo yong

menyongkut pokok parsoolon yang

sedong disengketokon. Hol ini tidok

mungkin ferjodi bilo penyelesoion

sengketo dilokukon melolui lembogo

perodilon umum.

c. Cepat don Hemot.

Sebogoi suotu lembogo

penyelesoion sengketa, proses

penyelesaian melolui orbitrose podo

umumnyo lebih cepot doripodo

penyelesaian melolui pengodilon. Hol

ini terjodi korena prosedur

orbitrose tidok terlolu formol don

poro pihok tidok perlu horus

menunggu giliron untuk mendopatkon

kesempoton perkoronyo diperikso

oleh hokim yong horus memerikso

bonyok perkoro. Seloin itu, putuson

orbitrose odoloh finol don mengikot

dolom orti tidok biso dimintokon

bonding. Tidok demikion holnyo

dengan putuson pengodilon, yong

dewoso ini cenderung untuk selqlu

dimintokon bonding don kososi oleh

poro pihok yong kolo perkoro. Hol ini

seloin menyita bonyok woktu, jugo

dapot menimbulkon bioyo perkora

yong songot tinggi. Dolom

penyelesaian senketo melolui

orbitrose, sementoro perkoro

sedong diperiksa oleh orbiter yang

mereka tunjuk, poro pihok dopot

tetop f erus melokukon kegioton-

kegioton bisnis mereko tonpo horus

terganggu oleh proses penyelesoion

sengketo yong sedong ber"longsung.

Hol-hol semocom ini membontu

mengurongi bioyo-bioya pemeriksoon

don bioyo pengocoro yong tidok

sedikit. Dengon demikian orbitrose

jugo seringkoli lebih muroh doripodo

litigosi, sebob tidok odo

kamungkinon bonding terhodop

putuson orbitrose.

Tertutup don Rohosio.

Koreno pemeriksoan

orbitrose berlongsung dclom

likungon yong bersifot privot don

tidok terbuko untuk umum, moko

d.
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orbitrose lebih bersif ot tertutup

biio dibondingkan dengan litigosi di

hodopon perodilon umum yong

bersifot terbuko umum. Dewoso ini

proses pengodilon khususnyo untuk

perkoro-perkoro yong melibotkon

tronsoksi-tronsoksi besor, biosonyo

diliput secoro luos don

diinf ormosikon oleh perc kepodo

mosyorokot, sehinggo opo yong

diungkopkon dolam proses

pemeriksaon pengadiion menjodi

songof terbuko don diketohui secoro

luos oleh mosyarokot. Kondisi

semocom ini tertunyo okon

memepengoruhi bisnis mereko

koreno " isi perut " don kiot-kiot

bisnis mereka diungkopkon secoro

gomblong di pengodilon.

Sifot nohosio orbitrase dopot 2.

melindungi por"o pihok dori hol-hol

yong tidak diinginkon otou yong

merugikon sebogoi okibot dori

pengungkapon inf ormosi-inf ormosi

bisnis mereka kepodo umum. Seloin

iiu, hol ini jugo dopot melindungi

poro pihok dori pubiisitos yang

merugikon sarto okibot-ckibotnyo,

seperti kehilongon reputosi, peluong,

mosoloh-mosoloh yong berkoiton

dengon kredir don loin-loin.

e. Keputuson Finol (Finol don

Bonding).

Keputuson orbitrose lebih

mudoh diloksonokon koreno podo

umumnyo dionggop finol don tidak

dopot diajukon bonding, kecuali otos

dosor hol-hol yang sangat khusus

dopot dimintokon pembotclon.

Woloupun putuson orbitrose

diloksonokon melolui pengodilon,

secdro umum pengodilon tidok diberi

wewenang untuk meninjou kemboli

pokok persoolon ctou moteni dori

keputuson tersebut.

Kelemohon Arbitrase dolom

Penyelesoion Sengketo.

Di otos teloh dikemukokon

bohwo Arbitrose memiliki beberopo

kelebihon bilo dibondingkon dengon

proses litigosi di pengadilon. Kelebihon-

kelebihon tersebut ontoro lain odoloh

kebeboson poro pihok untuk menentukon

sendiri f empot diselenggarokonnyo
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orbitrose, menentukan sendiri sistem

hukum opo yong okan dipergunokon, don

merrentukon otau memilih poro ohli yong

okon menjodi orbiter. Di somping itu,

koreno orbifer yong dipilih odoloh pakcr

di bidong yong sesuoi dengon substonsi

sengketa, moko kemompuon poro orbiten

untuk memutus sengketo secoro loyok

songot diyokini oleh pihok-pihok yong

5ersengketo. Seloin keduo hal tersebut

diotos, koreno sifot pameriksoon

orbitrose odoloh tertutup, moko

kerohasion yang seringkoli songot

diinginkon oleh poro pihok akon tetop

terjogo. Di otos jugo teloh diutorokon

bohwo koreno kelebihon-kelebihon

tersebut ditomboh dengon fleksibilitos

pemeriksoon orbitrose dan keputuson

orbitrose yong bersif ot f inol don

mengikot menyebobkon prcses

orbitrose relotif lebih cepot don hemot.

Nomun demikion, mengikot beberopo

proktek orbitrose yong terjodi selamo

ini, pernyotoon mengenai "cepot don

hemot" nyo proses orbitrosa serto

finoinyo keputuson orbitrose lovok

dipertanyokon kemboli, khususnyo di

f ndonesio

Di dolom proktek sering

terjodi bohwo woloupun poro pihok poda

owolnyo sudoh sepokot untuk

menyelesaikon sengketo yong mungkin

terjodi di ontoro mereka melalui

lembogo orbitrose, namun saloh sotu

pihok tetop mengojukon gugoton ke

pengodilon dengon berbagoi oloson, yang

ternyoto kodong-kodong dikobulkon oleh

pengodilon.

Menurut Philip J Moconnouhoy

odo beberopo hcl yong ingin dihindari

oleh pora investor osing dolom

menyelesaikon sengketo mereko dengan

perusohoon lokol. Solah sotunyo odolah

pengcdilon lokol yong dionggop tenlolu

iamo, mohol dan keputusonnyo sering

manguntungkan perusohoan-perusohaon

iokoi. Korenonyo menurut Philip J

Moconnouhay undong-undong orbitrose

yong boik odoloh yong poling sedikit don

poling ketot membotosi peronon

Pengodilon dolom mosolah orbitrose

(Philip J Moconnouhoy, 1993 : 4 - 6).

JENIS-JENIS ARBITRASE.

Sebcg,cimono teloh diutorokan di

otos, poro pihok dopot memilih penyelesoicn
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sengketa mereka melolui orbitrase yang

mereka pilih sendiri. Dolom hol ini klausul

orbitrose yong tertuong di dolom kontrok

horus memuot pern.ictaan cpokoh orbitrose

skon dilokukon oieh suotu lembogo

orbitrosa yong permonen otoukoh oleh

suotu ponal yong mereko pilih sendiri. Hol

ini dimungkinkon koreno terdopot duo jenis

orbitrose, yoitu :

1. Arbitrase od hoc;

2. orbitrose institusionol

Kedua jenis Arbitrase tersebut

mempunyai landasan yang sama, yaitu

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat

(2) Konvensi New York yang mencantumkan

bahwa :

" The fern arbifra/ owards sha// incude nof

only awards nade by arbitrafors appoinfed

for eacch case, buf also those nade by

permanent arbitral bodres to whrch the

parties have subnit'ted " (Istiloh keputuson

orbitrose horus mencokup tidok sojo

keputuson-keputuson yong dibuot oleh pora

orbiter yong khusus dif unjuk setiop

perkoro, okon tetopi jugo untuk keputuson-

keputuson yong dibuot oleh bodon-bodon

orbitrosa permonen terhodop mono pono

pihok teloh menundukon diri).

1. Arbitrose Ad - Hoc.

Arbitrose Ad Hoc odoloh suofu

panel 3 orong orbiter otou seotang

orbiter yong dibenfuk otou ditunjuk

secoro insidentii untuk menyelesoikcn

suotu sengketo tertentu. Ponel orbiter

okon mempengunokon koidqh-koidoh

prosedurnyo sandiri yong sengojo

diciptokon olah ponel orbitar yong

bersongkuton, woloupun seningkoli

mereka mempergunokon koidoh-koidoh

yang sudoh boku seperti misolnyo

koidoh-koidoh Uncitrol bitrotion Rules.

Dalam hol tersabut, ivt Yohyo

hohorop, 5H, berpendopot bohwo

onbitrose od hoc tunduk sepenuhnyo

mengikuti oturon totocoro yong

ditentukon dolom perundong-undonqon.

Arbitrose od hoc yong ditunjuk di

fndonesio tunduk mangikuti totocoro

pengongkoton don pemeriksoon

sengketa yong diotur dolom ketenfuon

Rv. Begitu jugo misolnyo orbitrose od

hoc yong ditunjuk di Singopuro, horus

berpedomon kepodo

perundong-undongon

ketentuon

orbitrose

Singopuro. Akon tefopi prinsip tersebut

podo suotu Rule otou Konvensi tertentu,
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opabilo poro pihok menghendoki.

Misolnyo poro pihak sepokot

meyerohkon penydesoion kepodo

orbitrose ad hoc, tetopi oiuron yong

dipokoi ioloh UAR atou RULES. Dolom

kosus yong seperti ini, moko

orbitrosenyo bersifot od hoc, yong

tidok tunduk podo suotu bodon

orbitrose institutional tertentu, nomun

qturon totocoro don penunjukon orbiter

moupun proses pemeriksoon tunduk

kepodo oturon UAR otou TCC Rules

(Horohop, 1991 : 150).

Dolom proktek, pembentukon obitrase

Ad Hoc sering mengoiomi kesuliton

terufomo opobilo poro pihok yong

bersenngketa tidok mencopoi

kesepokoton mengenai siopo onbiter

yong okon memerikso perkoro mereko.

Dolom hol ini, poro pihok yong

lersengketo mosing-mosing dopot

menunjuk seorong orbiter, sedongkon

orbiter ketiga ditunjuk oleh keduo

orong onbifer yong teloh ditunjuk oleh

mosing-mosing pihok yong 5ersengketo

tersebut. Mosoloh biosonyo doiom dolom

kluosul orbif rose dicontumkon bowho

pemeilihon ofou penunjukon orbiter

ketiga dilokukon oleh suotu lembogo

yang netrol, misolnyo ditunjuk oleh

pengodilon otou oleh lembogo orbitrose

yong odo, don harus dopot ditetopkan

dolom suotu jongko woktu tertentu.

Sidong Umum Perserikoton Bongso-

Bongso yong diselenggorokon podo

tonggol 15 Desember 1976

mengeluorkon Rasolusi 31/98, yong juga

ditodotongoni oieh f ndonesio,

menganjurkon ogor orbitrose ad hoc

mempergunokon koidoh-koidoh

UNCITRAL Arbifrotion Rules (UAR).

Arbitrose Institusionol

Arbitrose institusionol odoloh

suotu orgonisosi otou lembogo yong

senagojo didirkon untuk menyediokon

joso odminisf rasi orbitrose, yang

meliputi pengowoson terhodop proses

onbif rose, oturon-oturon pnosedurrol

sebogoi pedomon bogi poro pihok, dan

pengongkoton poro orbiter". Dengon

demikion onbitrose institusional

merupokon lembago otou bodon

orbitrose yong bersifor permonen.
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Berikut ini odoloh beberopo lemboga

yang menyediokon joso orbitrose berikut

oturcn-oturon pnosedurolnyo, yoitu :

o. The Cour"t of Arbitrotion of the
fnternotionol Chomber of Commerce

GCC), Poris.

b. The London Court of fnternotionol
bitrotion;

c, The Arbitrotion Institute,
5tockholm;

d. The Americon Arbitrofion Associotion
(AAA):

e. The fnternotional Center for the
Settlement of fnvesf ment Dispute

G€5ID);

f . Badon Arbitrose Nosionol f ndonesio

g. Bodon Arbiti"ose Muamolot fndonesio
(BAMUI

Koreno penurijukkon lembogo

orbitrose yong sudoh ado songot proktis

dori podo membenfuk sendiri orbitrose od

hoc, moko poro pihok dolam suotu tronsoksi

bisnis seringkoli manyelesoikon suof u

lembogo orbitrose tertentu untuk

menyelesoikon sengketa yang mungkin

timbul dolom peloksonoan tronsoksi mereka.

Dolom osos kebeboson songot

dijunjung tinggi dolom orbitrcse moko

kebobason don otonomi poro pihok tetop

dijogo don bohkan poro pihok yong

menggunokon lembogo orbitrose tententu

dopot memilih untuk menggnokon oturon-

oturon dari lembogo orbitrose loinnyo.

Misolnya poro pihok dopot menunjuk the

American Arbitrotion Associotion untuk

mengqwosi orbitrose don memilih orbiter,

tetopi jugo pro pihak nrenetopkon bohwo

orbitrose dilaksonokon berdosorkon

kerangko kerjo oturon-oturon arbitrose

dori UNCITRAL don buko aturon-oturon

dori the Americon Arbitrotion Associotion.
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TELAAHAN HUKUM
ATA5 STATUS TENAGA KERJA AsrN6 (TKA) yAN6
MENDUDUKI JABATAN AN66OTA DIREK5I ATAU

KOMT5ARIS

O/eh : Umor Kasim

PENDAHULUAN

Untuk memberikon kesempoton kerjo
yong lebih luos kepodo tenogo kerjo
worgo negera fndonesio (TKI), moko

pemerintoh membotosi penggunoon

lenoga kerjo osing (TKA) don melokukon

pengowoson penggunoon TKA otos dosor

peroturon perundong-undongon.

Sebelum lohirnyo Undong-undong

Nomor 13 Tohun 2003 tentong
Ketenogokerjoon (UUK) penggunoan

tenoga kerjo osing di fndonesio diotur
dolom UU Nomor 3 Tohun 1958 tentong
Penempoton Tenoga (Kerjo) Asing.

Undong-undong Penempatan

Tenogo Asing tersebut teloh dicobut
dengon UUK dolom Posal t92 ongko 9.

Selonjutnyo pengoturon mengenoi

penggunoon tenago kerjo osing tidok logi

diotur dolom suotu perundongon

tersendiri, nomun sudoh merupokon

konpi/asi dolom UU Ketenogokerjoon

yong boru. UUK isinyo (onforo loin)

odoloh pengoturon Penggunoon Tenogo

Kerjo Asing (TKA) yong dimuot podo

Bob VIII. Pasal 42 sompoi dengon Posol

49.

Untuk manjomin don memberikon

kesempoton kerjo yong loyok bogi worgo

Negono fndonesio don guno memenuhi

hosrot bongso fndonesio manduduki

kesempoton kerjo yong loyok podo

berbogoi lopongon kerjo poda level-level
tertentu, khususnyo podo joboton-
jobotan niddle dan fop management,

umumnyo mosih didominosi dijobof oleh

Worgo Negoro Asing yang bekerjo di

fndonesio, oleh korenonyo Pemerintoh

mengotur penggunoon fenogo kerja
osing, guno ketersedioon kesempoton

kerja yong lebih luos bogi worgo Negora
indonesio.

Hingga soot ini penggunoon

fenogo kerjo osing belum jouh berbedo

sebelum odonyo UU Ketenogakerjoon
(UU No. t3 I 2OO3). Keodoon ini okon

berlonjut terus jiko Pemerintoh tidok
memuloi untuk turut compur dalom

penempoton tenogo kerjo osing.

Termosuk di dolomnya memperketot
pengowosan penggunoon tenogo kerjo
osing don membotosi serto menutup
joboton-joboton tertenfu bogi tenogo

kerjo osing dengon membuka don

menyediokon joboton-joboton tersebut
bogi tenogo kerjo fndonesio. Proses
"indonesionisosi" joboton-jobotan yong

diduduki oleh tenogo kerjo osing

senontioso dilokukon dengan
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mempersyorotkon odonyo tenago

pendomping warga Negoro fndonesio

bogi tenogo kerjo osing yong bekerjo di

f ndonesio don mewojibkon melokukon

pendidikon don pelotihon bogi tenogo

kerjo fndonesio, yong secoro

keseluruhon dimoksudkon dalom rangko
" fransfer of knowledgd' dan " fransfer
of lerniny'' dori tenogo kerja osing

kepodo tenogo kerjo fndoneiso. Oleh

korenonyo dolom mempekerjokon tenogo

kerjo osing, dilokukon melolui

makonisme don prosedur yong songot

ketot, tenutomo dengon coro

mewajibkon bogi perusoohan ctau

korporosi yong mempergunokon fenago

kerjo osing beker"jo di Indonesio dengan

membust rencGno penggunaon tenago

kerjo osing (RPTKA) don meminto izin

penggunoon tenoga kerjo osing (IKTA).

TTNJAUAN HUKUM PEN66UNAAN

TENAGA KERJA ASIN6

Orang osing di f ndonesio

dibedokon dolom 2 golongan, yokni orang

asing pendatang don orang asing

penefap (Budiono, h.260). Orong osing

pendotong odoloh mereko yong

mendopot izin mosuk (adnissron) dengon

memperoleh hok unf uk tinggol di

Indonesio dalom woktu fertentu, otau

yong dikenol dengon t'enaga oslng

pemegang vrsa. Orong osing penetop

yokni mereka yong diperbolehkon

tinggol fetop di Indonesio don

memperoleh izin menetop dengon surot

keterangon kapendudukon, otou yong

dikenol dengan fenaga asrng penetap

atau tenaga asing domesfik,

Berkoiton dengan perbedoan itu,

ditinjou dori hukum ketenogokerjocn
(parburuhon), bogi tenogo kerj,: (orong)

osing yong melokukon pekerjoon

(bekerjo), pekerjoon yong dilokukon

jugo dibedokon menjodi 2, yokni

pekerjaan yang dilakukan orang asrng

(TKA) yang nempunyai hubungan kerja
dengon mojikan (pengusoho), don

pekerjaan bebas otau mandirr, yong

bertindok sebagoi moj ikon qtou

pengusoha yong berdiri sendiri.

Dolom perotunon parundongon

lomo, UU Nomor 3 Tohun 1958 tentong

Penempoton Tenogo Asing (selonjutnya

disebut UU Nomor 3 Tahun 1958)

onang osing yong beker"jo tidok
disebutkon dengan istiloh fenaga kerja
asing (TKA), topi disebut dengan istilah
"orong osing" (soja), yokni satiap orong

yong bukon worgo Negora Republik

fndonesio (Posol 1 ongko 1). Dolom UU

Nomor 13 Tohun 2003 tenfong

Kelenagakerjoon (selonjutnyo disebut

UU No. 13 Tahun 2OOA, orong osing

yong bekerjo di fndonesio disabutkon

sebagoi fenaga kerja asing (TKA) yoitu

worgo negoro osing Pemegong viso

dengon moksud bekerjo di wiloyoh

(Republik) fndonesio. fstiloh tersebut
jugo dipokoi dolom peroturon

perundongon yong merupokan peroturon

peloksonoon UU No. 13 Tohun 2003,

ontoro loin Keputuson Menter"i Tenogo

Kerjo dan Tronsmigrosi Nomor KEP-

?28/ MEN/ 2003 tentong Totocoro don
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Pangesohon Rencono Penggunoon Tenogo

Kerjo Asing. Nlomun dolom Keputuson

Presiden Nomor 75 Tohun 1995 tentong
Penggunoon Tenogo Kerjo Worgo

Negoro Asing Pendotong, duisebut

sebogoi tenaga kerja warga negera

asing pendatang (disinqkot TKWNAP),

yoitu tenago kerjo worgo negoro osing

yong memiliki vlsa tingga/ ferbatas atau

izin tinggal tenbotos otai izin tinggol

tetop unfuk moksud bekerjo (melokukon

pekerjoon) di dolom wiloyoh Republik

fndonesio (Posol 1 ongka 1).

Dolom hubungonnyo dengon

keqioton orong osing (TKA) melokukon

pekerjoon di fndonesio, UU Nomor 3

Tohun 1958 honyoloh mengatur

pekerjoan dolcm suotu hububngon kerjo

dengan menerimo upoh otou tidok, don

mengotur pekerjoon borongon dolom

suotu perusohoon. Jodi UU Nomor 3

Tohun 1958 ini tidok berloku terhodop

orong-orong osing yong (misolnyo)

hendok menjolankon sendiri suotu

pekerjoon bebos (vrrye beroepen)

seperti pengocoro, dokter, okuntan don

sebogoinyo (penjelason). Nomun dolom

soloh sotu peroturon (:pedomon)

pelaksanoon UU Nomor 3 Tohun 1958

tensebut, yokni fnstnuksi Presiden

Nomor 10 Tohun 1968 tentong

Pengowoson Terhodop Kegioton Worgo

Negoro Asing Yong Melokukon

Pekerjoon Bebos di fndonesio, podo

dlktun Pertomo menyebufkon bohwo

setiop worqo negono osing yong bekerjc

di fndonesio, termosuk mereko yong

melokukon oekerjoon bebos (vrt1e

beroepen) don mojikon-mojikon yong

berkeworgonegoroon osing yang

berusoho sendiri, harus memiiiki izin

bekerja tertulis dori Menteri Tenago

Kerjo. Tzin tersebut diotur sesuoi

dengon ketentuon (moksudnyo

katentuon pemberian IKTA, izin kerjo

tanogo kerjo osing) menurut rencono

(moksudnyo RPTKA. rencono penggunoon

tenago kerjo asing) dolcm bidong

pembongunon perekonomion nosionol

serto dengon tetop mengutomokon

pamberion kesempoton bekerja don

benusoho bogi worgo negaro indoesio,

WNI (drktum Kedua). fnpres ini

ditujukon kepodo Menteri Tenogo Kerjo
(pado woktu itu) untuk melaksonakon

Posol 3 Instruksi Presidium Kobinef

Nomor 37 /U/TN/6/1967 tentong

Kehoruson bogi worgo Negoro osing,

WNA untuk memiliki izin kerjo
disomping izin usohc yong soh.

Penggunaon TKA

Podo prinsipnyo phflosofi penggunoon

TKA di Indonesio odoloh meneko yong

dibutuhkon dolom 2 hal, yokni mereko

(TKA) yong membowo modol (sebogoi

investor) donlotou membowo skill dolom

rongko transfer of knowledge. Seloin

koreno dangon oloson keduo hol

sebogoimono tersebut, podo hokekotnyo

tidok dipenkenonkon menggunokon TKA

don horus mengutomokon penggunoon

tenogo kerjo dori Indonesia (TKI). Hol

ini senodo dengon Keppnes. 75 Tohun

1995 yong menyotokon bohwo setiop

penggunoon TKWNAP (boco TKA) wojib
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mengutomokon penggunoon TKI di

semuo bidong don jenis pekerjoon yang

tersedio. Dikecuolikon opobilo bidong

don jenis pekerjoon yong tersedio

belum otou tidok sepenuhnyo dopof diisi

oleh TKI, pengguno TKWNAP

(:mojikon), dopot menggunokon

TKWNAP sompoi batos woktu tertentu
(Posol 2).

Tenogo Kerjo Asing (otou dengon

istiloh loin TKWNAP) dopot bekerjo di

wiloyah Republik fndonesio otos dasor

permintoon penqguno atou sponsor yang

teloh mendopot izin dori instonsi yang

\erwenong sesuoi dengon bidong

kegiotonnyo, don TKWNAP tersebuf
honyo dopot bekerjo dolom hubungon

kerjo (Poscl 1 jo Posal 2 oyat (1)

Kepmenaker No. KEP- 17 3 / MEN / 2000).

Rencono Penggrunoon Tenogo Kerjo
esinq GerK-A)
RPTKA odoloh rencono penggunoon TKA

podo joboton tertentu yong dibuat

(dimintckon) olah pemberi kerjo TKA

(yokni, pengguno Tenogo Kerjo Asing)

untuk jongko woktu tertantu Yong

disohkon oleh Menteri* otau pejobot

yong difunjuk"*. (*moksudnyo Menteri

Tenogo Kerjo don Tronsmigrosi,

woloupun tidok didef inisikon dolom

Kepmen yong mengoturnya. **Don yong

dimoksud dengon pejobot yong ditunjuk

odolch Dirjen otou Direktur" yong

membidongi peloksonoon kegiaton

tersebut di lingkungon Deportemen

Tenogo Kerjo don Tronsmigrosi).

Pemberi Kerjo yong mempekerjokon

TKA, wojib memiliki RPTKA. Dengon

RPTKA tersebut merupokon dosor untuk

mendopotkon izin (IKTA). Keientuon ini

seloin sebogoi omonot UU No. 13 Tohun

2003, jugo (mosih) merupokcn

peroturan peloksonoon qtou sebogai

tindok lonjut doripodo Keppres No. 75

Tohun t995 yang menyotokan bohwo

pengguno TKWNAP (moksudnyo TKA)

wojib memiliki rencono penggunoon

TKWNAP (RPTKA) termosuk bgE
Direksi don Komisoris, yong disohkon

oleh Menteri Tenogo Kerja otou pejobot

yong ditunjuk (Posol 7 ayat (1).

Ketentuon don pengoturon lebih

lonjut mengenoi rencons penggunoon

Tenago Kerjo Asing teloh diotur dolom

Keputuson. Menteri Tenogo Kerjo don

Tronsmigrosi Nomor KEP-

2?8/ MEN/?OA3 tentong Totocaro

Pengesohon Rencono Penggunoon Tenogo

Kerjo Asing, sebogoi perofuron

peloksonoon lebih lonjut dori UU Nomor

13 Tohun 2003 sebogoimono

diomonotkon dolom Posol 43 oyat (4) UU

tersebut.
Yong dimoksud dengon pemberi

kerjo sebogoimono dimoksudkon dolom

perofuron perundong-undongon

tersebut odoloh (terdiri dori) :

o. kontor perwokilon dogong osing,

kontor" perwokilon perusohoon osing

otou kqntor perwokilon berito asing

yong melokukon kegioton di

f ndonesio;

b. perusohoon swosto osing yong

berusoho di fndonesio;
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c. bodon usoha peloksano proyek
Pemerintoh termosuk proyek

bontuon luar negeri:

d. bodon usoho yong didirikon

berdosorkon hukum fndonesio;

e. lem5ago-lembogo sosicl, pendidikon,

kebudoyoon otou keogamaon;

f . usoho joso impresoriat.

IKTA. Izin Kerjo Tenogokerjo Asing

Semulo dolom UU Nomor 3 Tahun 1958,

disebutkon bahwo mojikan (:pengguno

TKA) dilorong mempekerjokon orong

dsing (TKA) tonpo izin dori Menteri
Perburuhon (sekorong Menokertrons)
(Posol 2 ayat (1) Selanjutnyo

dipertegas dolom Keppres 75 Tohun

1995 bohwo izin mempekerjakon

TKWNAP (TKA) diberikon oleh Menteri
Tenogo Kerjo otou pejobat yong

ditunjuk (Posol 7 oyol (2). Sekarang

dengon UU No. 13 Tahun 2003
disebutkon bohwo setiop pemberi kerjo
yong mempekerjokon tenogo kerjo osing

(TKA) wojib memiliki izin tertulis dori

Menteri yong bertonggung-jowob

dibidong ketenogakerjoan, otou dori

pejobot yong ditunjuk. Nomun

kawojibon meiliki izin tersebut tidok
berloku bogi perwokilon negoro osing

yong mempergunokon tenaga kerjo osing

sebogoi pegowai diplomotik don

konsuler.

Tzin mempekerjokon Tenogo

Kerjo Asing (IKTA) diberikon oleh

Menleri Tenogo Kerjo aiou pejobot

yong ditunjuk (Posol 2 Keppres

75/1995). Semulo, khusus mengenoi

permohonon IKTA dalom rongko PMA

yong didosorkon podo Keputuson

Menter"i Tenogo Kerjo, Tr.onsmigrosi

don Koperosi Nomor KEP-

tO5/ MEN/1977 tentong Pelimpohan

Wewenang Pemberion fzin Kerjo bogi

Tenogo Asing yong Akon Bekerjo dalom

Rongko KoordinosiPenonomon Modal,

diotur bahwo IKTA dikeluorkon oleh

Ketuo Bodon Koordionosi Penonomon

Modol (BKPM). Nqmun berdosorkon

Kepmenoker Nomor KEP-03/MEN/1990
bohwo permohonon IKTA yong diojukan

oleh pemohon yong menupokon

perusohoon dolom rongko PA4A don

PMDN, disompoikon kepodo Ketuo BKPM

(Posol 9 oyot 2). Kemudion Ketuo BKPM

ofos nomo Menteri Tenogo Kerja
mengeluorkon IKTA dengan tembuson

disompoikon kapodo instonsi teknis
(Posol 10 oyat 2 don 3).

Selonjutnyo pengoturon secoro

teknis ientong totocono permohonon

don penyelesoion IKTA bogi perusohoon

dolom rongko PMA don PMDN, wojib

menyesuoikon don mengikuti ketentuon

dolom Kepmenoker Nomor KEP-

4t6/ MEN/1990 (Posol 21). Nomun

berdosorkon Kepmenoker Nomor KEP-

169lMEN/2000 tentong Pencabutan

Kepmenokertranskop Nomor KEP-

LO5/ MEN/1977 tentong Pelimpohon

Wewenang Pemberian fzin Kerjo bogi

Tenogo Asing yong Akon Bekerja dolom

Rongko Koordinosi Penonamon Modol don

Kepmenoker Nomor KEP-

105/MEN/1985 tentong Penunjukon

Ketuo BKPM untuk Mensohkon RPTK(A)
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Dolom Rongko Penonomon Modol,

mencobut wewenang pemberion izin
kerjo (IKTA) oleh Ketua BKPM dolom

rongko penonomon modol (sejok tanggol

1 Juli 2000). Selonjutnyo pemberion

IKTA dilaksonakon oleh Menteri Tenogo

Kerjo (Menoker) sesuoi dengon

peroturan perundang-undcngon yong

berloku.

Permohonon f KTA yong diojukon

oleh pemohon yong merupokan

Perusohoan Swosto Nosionol BRO-1934;

Perusohoon Swosto Asing berdasarkon

kontrok; BUMN, lembogo-lemboga sosiol

ekonomi pendidikon don kabudoyoon

setrto keogomoon; Perwokilon Dogang -
Usoho Asing, Kontor Berito Asinq don

Perwokilon Regionol Asing: Perwokiion

Negonc Asing don Orgonisosi

fnternosionol; fnstonsi Pemerintoh don

Proyek-proyek Pemerintoh, se.rto

Perusohoon f mpresoriot, disompoikon

kepoda Menteri Tenogo Ker.jc otou

pejobot yong ditunjuk (Posol 9 oyat (1).

Kemudion Menteri Tenogo Karjo otou

pejobot yong ditunjuk (dengon

memperhotikon pertimbongon dori

instonsi teknis) mengeluorkon IKTA
bogi IKTA permohonon baru, dengon

tembuson instonsi teknis (Posol 10 oyot
(1) dan (s).

Dolom rongko of onomi doeroh

serto odonyo tuntufon instonsi /
lembogo pemerintohon di doeroh untuk

mereolisosikon UU Nomor 22 Tohun

1999 tentong Pemerintchon Doer"oh,

ferbit Keputuson Menteri Dolom Negeri

Nomor I3C-67 Tohun 2QO2 tentong

Pengokuon Kewenangon Kobupoten dan

Koto. Podo Lompiron Kepmendogri

tersebut, khususnyo podo Bidong

Ketenagokerjoan, ongko Rumowi f huruf
A : Penenpoton don Pendoyogunoon

Tenogc Kenja, ongko 7 : Perizinan don

Pengawoson, Perponjongon fzin
Penggunaon TKWNAP (TKA) bohwo

kewenongon yong dilimpohkon kepodo

Kobupoten / Kota odoloh :

o. penelition kelengkopon persyoroton

perizinon (IKTA);

b. onolisis joboton yong okon diduduki

oleh TKA;

c. pengecekan kesesuaian joboton

dengon Positif List TKA yang okon

dikeluorkon oleh Depneker;

d. pemberion perpanjongan izin
(rKrA);

e. pemontouon peloksonoon kerjo
(TKA); don

f . pemberion rekomendosi IKTA.

Ketentuon lebih lonjut rnengenoi

IKTA yong mengocu don merupokon

omonot dori UU Ketenogokerjoan

i.iomor i3 Tohun 2003, hinggo saot ini

mosih dolom proses penyalesoion.

Sementoro peroturon peloksanoon UU

dimoksud belum terbit, moko semuo

peroturon peloksanoan yong teloh odo

seponjong tidok bertentongon dengon

UU tersebut, tetop berloku (Posol 191).

Progrom Penggontion TKA don

Penunjukon Tenogo Pendomping

Pemberi kerjo tenogo kerjo osing (TKA)

wojib menunjuk tenogo kerjc wongo
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Negoro fndonesio (TKI) sebogoi tenaga
pendomping TKA yong dipekerjokon

untuk clih teknologi don olih keohlion
(,tronsfer of knowledge) dori TKA.

Disomping itu Pemberi kerja TKA wojib

untuk meloksonokon pendidikon dan

pelotihan kerjo bogi tenogo kerjo
fndonesio yong sesuoi dengon kuolifikosi
joboton yong diduduki oleh TKA. Nomun

ketenfuon penunjukon fenogo

pendomping don peloksonoon pendidikan

don pelotihan tersebut dikecuolikon

bogi TKA ycng menduduki joboton

direksi don otou komisoris.

Setiop pengguna TKA wojib

meloksonokon pnogrom penggontiGn TKA

kepodo tenago kerjo Indonesio (TKI).

Oleh karenonyo pengguna TKA, wojib

menunjuk tenaga kerjo fndonesio (TKf)

sebogoi pendomping podo jenis

pekerjoon yong yang dipegong otou

ditongoni oieh TKA yong bersongkuton.

Seloin itu, pengguna TKA wojib

menyelenggorokon pendidikon don

pelotihan (diklot) bogi TKI yong

dipekerjokon, boik (diioksonokan)

sendiri, moupun menggunokon joso pihok

ketigo yong bioyo-(diklot)-nyo

dibebonkon pado penggunon TKA don

tidok dibebonkon podo TKI yong

bersongkuton (Posol B oyot 7,2 dan 4

KP).

Tenogo pendomping (TKI) yong

bersongkuton horus ferconfum dengon

jelos dolom rencono penggunoon TKA

(RPTKA) don -tercontum- dolom

sfruktur joboron perusohoon (Posol 8

oyot (3) KP). Lebih lonjut dijeloskon

dolom Permen 03/1990 bahwo setiop

perusohaan yang memperoleh izin

(IKTA) mempekerjokon tenogo kerjo
osin9, wojib menunjuk don melotih

tenogo kerjo fndonesio sebogoi

pendomping TKA yong bensangkuton

sesuoi dengon RPTKA-nyo. Penunjukon

TKI tersebut hqrusloh memenuhi

persyoroton yong sesuoi dengan jaboton

yong tercontum dolom RPTKA.

Permohonon IKTA untuk pekerjoon yang

bersifat sementoro, diojukan kepodo

Menteri Tenogo Kerjo otou pajobot
yong ditunjuk (Posol 13 oyot (l)
Apobilo di perusohoon tersebut tidok
memiliki tenogo kerjo fndonesio (TKI)
yong memenuhi persyaroton, Menteri
Tenoga Kerjo otou pejobct yong

cjitunjuk, dopot menempotkon TKf ,"ong

memenuhi persyoroton (oyot 3).

Penentuon bogi TKI colon pendomping

TKA sebogoi mono tersebut,
peloksanoonnya dilokukon melolui seleksi

yong diselenggorokan oleh Kondepnoker

(sekorong

Kobupoten/ Koto)setempot,

Disnoker

atou

bersomo-somq dengan instonsi teknis
yong bersongkuton. Selonjutnyo

penempoton TKI tersebut didosorkon

otos pertimbangon perusohoon (Posol 8

KEPMENA KEp.-416 / L99O)

5ebogoimono dikefohui bohwo soloh

sotu syorot pembenion IKTA odoloh

bohwo pemohon IKTA wojib

menyompoikon pnogrom dik/at bogi TKI
yong dicolonkon sebogoi penggonti TKA

yong bersongkuton. Kewojibon
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menyompoikon progrom diklot tersebut
tidok berloku bogi permohonan IKTA

bogi Sekoioh fnternosionol / Lembago

diklot bohoso osing; fnstansi /proyek-
proyek Pemerintch; Perwokilon dogong

osing; Orgonisosi fnternosionol; Kontor

prwokilon regionol perusohoon osing

(Posol 16 KEP-416).

Berokhirnyo Perjonjion Kerjo Tenogo

Kerja Asing

Pemberi kerjo yong mempekerjokon

TKA, wojib memulongkon tenago kerjo

osing tersebut ke negato osalnyo

seteloh hubungon kerjonyo berokhir
(48).

PENGATURAN PENtrUNAAN TKA

PADA JABATAN DIREK5I /
KOMISARIS

Ketentuon Dolom UU Perseroon

Terbotos

Sebogoimono dinyotokon dolom UU

Nomor 1 Tohun L995 tentang Perseroon

Terbatas, khususnyo Posal 1 angko 2,

bohwo orgon perseroon terdiri dori

Ropot Umum Pemegong Sohom (RUPS),

Direksi don Komisoris. Direksi odoloh

orgon perseroon yong bertonggung-

jowob penuh ofos penguruson perseroon

untuk kepentingon don fujuon Perceroon
serto mewokili perseroon, boik di dolom

moupun di luor pengodilon sesuoi dengon

ketentuon Anggoran Dosor.

Demikion, Direksi don Komisoris dolorn

suotu perseroon rnerupokon suotu

kehoruson, otou dengon perkotoon loin,

suotu perseroon wojib merniliki Direksi

don Komisoris korens perseroon sebogoi

artificial persoon tidok dopot berbuot

opo-opa tonpo odonyo bontuon dori

onggoro Direksi sebogoi natura/

Persoon.
Untuk dopat diongkot menjadi

onggota Direksi don Komisoris,

seseorong horus memenuhi persyoroton

yong ditentukon, yokni orong

(perseorongon) yong momPu

meloksonokon perbuaton hukum, don

tidok pernoh dinyotokon poilit otou

menjodi onggoto Direksi/Komisoris yong

dinyotokon bersoloh menyebobkon suotu

perseroon dinyotokon poilit, otou orong

yong pernoh dihukum koreno

meloksonokon tindok pidono yong

merugikan keuongon negoro. Apabilo

seseorong pernoh mengolomi otou

dinyotakon poilit sebogoimano dimoksud

dio atas, moko io fidok dopot diongkot

sebogoi onggoto Direksi (don Komioris)

dolom jongko woktu 5 tohun sejok yang

bersongkuton dinyotokon poil it.

Persyoroton loin bogi onggoto

Dineksi don Komisoris yokni seseorong

yong mompu meloksonokon perbuoton

hukum, otou cokop dolom pengertion

hukum (bekwoom) sehingga memiliki

legal power untuk bertindok. Onong

yong mompu meloksonokan "perbuaton

hukum" dolom orti luos, tidak honyo

sekedor "cokop" otou bekwaan sojo,

okon tetopi soot sekorang ini horus
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diortikon luos, yokni mempunyoi lotor
belokong pendidikon ycng tinggi otou

mempunyoi profesionolisme di bidongnyo

don pengolomdn yong lous serfo dedikosi

don morol yong boik.

Anggolo Direksi (don Komisoris)

diongkot oleh RUPS untuk jongka woktu

tertentu (sasuoi dengan Anggoron

Dosor) dengan kemungkinon untuk dopot

diongkot kemboli. Don untuk pertomo

koli, pengongkoton onggoto Direksi (don

Komisoris) dilokukon dengon

mencontumkon dolom Akto Pendirian

yong memuot mengenai susunon don

nomo lengkop, tempot don tonggol lohir,

pekerjoon, fempot tinggol don

kewargcnegoroon anggoto Direksi (don

Komisoris) yong berscngkuton. Mengenoi

kewarganegcraon onggoto Diraksi (don

Komisoris) jugo termosuk disebutkon

koreno terbuko kemungkinon orong

osing (TKA) untuk menjobot sabogoi

anggoto Dineksi otou Komisoris suotu

Pe?Seroon.
Seboliknyo, sabogoimono disebutkon

bohwo onggoto Direksi diongkot oleh

RUPS, onggoto Direksi dopot sewoktu-

woktu diberhentikon berdosorkon

keputuson RUPS dengan menyebutkon

olosonnyo setaloh yang bersongkuton

diberi kesempoton untuk membelo diri
dolom RUPS. Dengon demikion,

kecjudukannyo sebogoi onggoto Direksi -
opobilo dibarhentikon oleh RUPS-

berokhir. Disomping diberhentikon

untuk selomo-lomony. , onggofo Direksi

dopot drberhentikon sementoro oleh

RUPS otou oleh Komisoris dengan

menyebutkon olosonnyo. Pemberhention

sementoro tersebut horus

dibenitohukon secoro tertulis kepoclo

onggoto Direksi yong bersongkuton,

sehinggo dengon demikion onggoto

Dineksi dimoksud tidok berwenang

melokukan tugosnyo.

Podo dosornyo pemberhention

honyo dopot dilokukon dolom RUP5,

nomun untuk meloksonokon maksud

tersebut diperlukon woktu yong cukup.

Demi kepentingon perseroon, tidok
dopot menunggu

diselenggarokonnyo RUPS.

sompoi

Oleh

korencnyo, Komisoris sebogoi orgon

perseroon yong mempunyoi fungsi

pengowoson, wojor diberi kewenongon

untuk melokukon pemberhention

sementoro.

Direksi bertonggung-jowob

penuh otos penguruson perseroon untuk

kepentingon don tujuon perseroon serto
mewokili persetoan, boik di dolom,

moupun di luor pengodilon. Dengon

demikion, seloin Direksi bertonggung-

jowob penuh otos penguruson

perusohoan, juga bertindok mewokili

perseroon (persona standi in judicio).

Dolam menjolonkon tugas untuk

kepentingon don usoho perseroon, moko

setiop onggoto Direksi wojib dengan

itikod baik (in good faith) don penuh

fonggung-jowob (full rensponsrbility).

Nomun opobilo tidok demikion, moko

setiop onggoto Direksi bertonggung-

jowob penuh secoro pribodi bilo yong

bersongkuton bersoloh otou loloi
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menjolonkon tugosnyo sebogoimono yong

dibebonkon don diwojibkon kepodonyo.

Dolom hubungonnyo dengon

penggunGon TKA untuk menduduki

joboton Direksi / Komisoris, dalom

Keppres Nomor 75 Tohun 1995 diotur

mengenai penggunoon tenago kerjo osing

untuk Joboton Direksi dan Komisaris

pado Perusahoon Penanomon Modal

(PMAlPMDN) yong didirikon dengon

seluruh otou sebogion modalnyo dimiliki

oleh WNA don/otou bodan hukum osing

atou podo perusohoon penonomon modol

yong didirikon dengon seluruh modalnyo

dimiliki oleh WNI don/otou badon

hukum Indonesio (kecuali unfuk

menduduki joboton Komisari bagi

penusohoon penonomon modol yong

didirikon dengcn seluruh modolnyo

dimiliki oeh WNI), terbuko bogi TKI.

Pemiiik modol perusohoon

penonomon modol yong didirikon dengon

seluruh modolnyo dimiliki oieh WNA

donlotou bodon hukum osing, dopot

menunjuk sendiri TKf sebogoi Direksi

don Komisoris perusohoonnyo, tentunyo

fidok soloh. Pemilik Modol Perusohaon

Penonomon Modol yong didirikon dolam

bentuk potungon Qoint venfura) onfaro

modol osing dangon modol worgo nego?a

fndonesio donlotou bodon hukum

fndonesio, otau podo parusohoon

penonomon modol yong didirikon dengon

seluruh modolnyo dimiliki oleh worgo

negora fndonesio don/otou bodon

hLtkLrkm fndonesio, penunjukon Direksi

don Komisoris sasuoi kesepokoton poro

pihak sebogoimono Posol 3 Keppres 75

Tohun 1995 odoloh jugo benor.

Kemudiqn odo pembotoson bohwo

jaboton Direksi pocio Perusohoon yong

didirikon bukon dolom rongka

penonomon modol, terbuko bogi TKA.

Nomun seboliknyo Jobotan Komisosris

podo perusohoon yong didirikan bukon

dolom rongko penonomon modol, honyo

terbuko bogi TKI sojo (Pasol 4).

Demukion jugo khusus untuk joboton

Direktur yong membidongi personolio,

wojib menggunokon TKf. Stutenent ini

tentunyo kurong tepot kolou dikaji dari

sisi UU Perseraon sebogoimono

tersebut, koreno okon jodi persoolon,

bogoimono kolou izin ketenogokerjoon
(IKTA) yong noto bane jangko woktunyo

terbotos, sementoro joboton Direksi

don anggotir Komisoris belum berokhir.

Atcu seseorong (osing) yong tidok
memenuhi persyoroton untuk

mendopotkon izin (IKTA) okon tetopi io
adoloh s"-orang onggoto Direksi otou

Komisoris. Dopotkoh dibotoikon otou

dikesompingkon untuk mendopotkon

izin? Sementoro sebagoimono Posol

UUPT pengongkoton Direksi don

Komisoris odoloh sepenuhnyo

kewenongon RUPS terhodop siopa yong

RUPS kehendqki dan untuk jongko

woktu beropo lomo honus "bekerjo"

menduduki joboton Direksi ofou

Komisoris tersebut.
Suotu hol logi yong menjodi

parsoalon benikutnyo odolsh, bohwo izin

kerjo tenogo osing (IKTA) dibuot

berdosorkon rencono (RPTKA) yong

dibuat oleh korporosi don dibotosi
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honyo dolom huungon kerjo terbotos
otou untuk woktu fertentu, sementorq

kolou seseorong (osing) menjadr

moyorify shareho/ders cjon selomonyo

(selomo korporosi mosih exist)
mengongkot dirinyo otou orong osing

loin untuk menduduki jobotan Direksi
oiou Komisoris, opakoh okhirnyo
f erlorong otou sef idaknyo menjodi

terbotas (pemberion izinnyo) dengon

mengocu kepodo UU Ketenogokerjoon2.

Dolom praktek, setiop Ienaga kerjo
osing yong bekerjo di fndonesio dengon

viso kerjo untuk bekerjo -tonpo kecuoli-

horus memiliki izin (IKTA) tonpa

membedokon : opokan (murni) untuk
bekerjo sebogoi enployee otou sebogoi

investor (pemegang sohom - pemodol -
shareholders) yong membowo modol.

Sehorusnyo dibedokon ontoro TKA

(yong memong khusus untuk bekerjo)
doiom rongko transfer of knowledge

don t'ransfer of learning dengon TKA

yong dotong bekerja sebogoi pemegang

sohom yong bisonyo menduduki joboton

dolom Board of Direcfor sebogoi

onggoto Direksi (otou Komisoris).

Koreno ketentuon yong mengatur

sebagoi enployee odoloh UU

Kelenogakerjoon. sementoro ycng

mengotur mengenoi orong (osing) yong

dotong sabogoi invesfor adoiah UU

mengenoi penonomon modol don UU

mengenai Posor Modol serto yong

mengotur mengenoi jobotan Direksi
olou Komisoris odoloh UU mengenoi

perseroon.

KESIMPULAN DAN 5ARAN
Dori segi hukum, penggunccn

tenogo kerjo osing oleh suotu company

sehorusnyo dipisohkon ontoro joboton-
jaboton yong termosuk dalom board of
direcfor don joboton Komisoris dengon

joboton senior manager atau general
manoger kebawoh. Koreno tenoga kerjo
osing yong menduduki joboton dolom

board of director don Komisoris

tersabut podo prinsipnyo hubungon

hukumnyo bukon hubungon hukum

ket enagakerjoon, okon tetopi hubungan

hukum perdota (privaatrecht).

Seboliknyo jaboton senior manager otau

general manager kebowoh odoloh

hubungon hukum perburuhon don bukon

hubungon hukum perdoto. Persoolannyo,

dolom proses penggunocn, perenconoan

don perizinon tenogo ker"jo osing di

fndonesio podo umumnyo somo antoro
tenago kerjo osing yang menduduki

jobaton dolom board of drrector dan

komisoris dengan joboton-jaboton

senior nanager atau general manager

kebowoh. Woloupun memong mosih

dibedokon dolom beberopa syarot don

ketentuon khusus untuk jobaton-

joboton tersebut seperti persyaroton

pandomping don pendidikon dan

pelotihon TKf.

Medio Desember 03'
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